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ABSTRAK 

Andi Mappiare 2023, Evaluasi Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis 

Elektronik di Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota 

Makassar. (Di bimbing Oleh Fatmawati  Dan Abdi). 

 

Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam pelayanan 

publik yang berkembang saat ini dengan pemanfaatan teknologi informasi dan 

komunikasi yang diadopsi kedalam pelayanan berbasis elektronik. Berdasarkan 

hal tersebut, kajian penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan 

menjelaskan bagaimana indeks penerapan SPBE di Dinas Komunikasi dan 

Informatika Pemerintah Kota Makassar. 

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan 

deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah website evaluasi 

SPBE dan studi Pustaka dengan sumber data sekunder. Teknik analisis data yang 

digunakan dengan menggunakan alat analisis VOSViewer untuk memetakan 

dokumen dengan analisis studi pustaka pada kaitannya evaluasi penerapan sistem 

pemerintahan berbasis elektronik. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi penerapan SPBE dengan 

mengukur tingkat kematangan pada empat domain dengan 47 sub indikator 

mencapai nilai indeks 3,71 dengan predikar “Sangat Baik”. Capaian itu didasari 

pada akumulasi domain kebijakan internal dengan nilai indeks 0,45, domain tata 

kelola dengan nilai indeks 0,85, domain manajemen dengan nilai indeks 0,53, dan 

domain layanan dengan nilai indeks 1,89. Sehingga pada evaluasi SPBE di 

Diskominfo Kota Makassar mengalami peningkatan target penerapan SPBE 

menjadi “sangat baik” yang menjadi peningkatan yang signifikan dalam 

penerapan SPBE. Sejalan dengan hasil citasi dokumen penelitian yang 

mengangkat topik evaluasi dan e-government memiliki relevansi terhadap temuan 

penelitian yang berkaitan dengan penerapan sistem pemerintahan berbasis 

elektornik (SPBE). 

 

Kata kunci: evaluasi, SPBE, pelayanan, peningkatan, indeks 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong 

negara maju maupun negara berkembang untuk memanfaatkan kemajuan 

terknologi untuk di implementasikan dalam pemerintahan yang biasa disebut 

elektronik government (E-Government), yang beriorentasi pada pelayanan yang 

efektif dan efisien (Kanaan et al., 2023). Pelayanan publik menjadi sebuah bidang 

yang berkembang secara signifikan melalui pemanfaatan bidang Teknologi 

Informasi dan Komunikasi. Hal tersebut dikembangkan pada e-government telah 

merubah pelayanan publik di seluruh dunia dari pelayanan public yang 

konvensional menjadi pemerintahan berbasis elektronik. Perkembangan teknologi 

dalam pemanfaatan di pemerintahan pertama kali diberdiri di Amerika tahun 1993 

dengan tujuan untuk mereformasi proses pemerintahan yang lebih efisien    

(Kurfali et al., 2017). Transformasi birokrasi yang berbasis teknologi informasi 

dan komunikasi menjadi hal penting dan mutlak digunakan di Era digitalisasi 

pada penerapan e-government dengan memberikan tawaran kemudahan dan akses 

yang langsung dan cepat (Rais et al., 2021).  

Penggunaan TIK dalam pelayanan publik meningkatkan efesiensi yang 

menjadi konsep e-government. Idealnya mampu mengurangi biaya,efesiensi 

waktu, meningkatkan operasi dan menjangkau warga negara secara secara luas 

(Abu-Shanab, 2020). E-government menciptakan peluang baru bagi pemerintah 
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untuk melakukan pelayanan yang menginformasikan pemangku kepentingan 

dengan perbaikan kualitas, akuntabilitas dan efesiensi (Malodia et al., 2021). 

Idealnya pengembangan e-government diharapkan mampu membantu 

meningkatkan interaksi antar pemerintah, publik, dan bisnis yang mendorong 

perkembangan ekonomi dan politik (Amalia, 2021). E-government  berperan 

dalam berbagai sektor seperti pemerintahan, ekonomi, dan sosial yang terintegrasi 

sesuai dengan kebutuhan (Lessa, 2019).  

Indonesia terdiri dari beragam provinsi yang telah mengembangkan 

teknologi informasi yang saling terhubung dengan kemudahan akses melalui alat 

telekomunikasi (Ayu et al., 2022). Kemajuan teknologi yang semakin berkembang 

pesat menuntun adanya penetrasi internet yang menjangkau sampai tingkat 

pedesaan. Fokusnya bagaimana mereformasi struktur dan prosedur organisasi 

dengan adanya modernisasi yang luas dalam mengembangkan TeknoIogi 

(Kurniati et al., 2021). Dalam literaturnya e-government terintegrasi yang terpusat 

pada warga Negara menjadi indikator yang penting dari keberadaan e-government 

yang matang. Hal tersebut mengacu pada sejauh mana suatu pemerintah disuatu 

Negara mampu membangun jaringan yang terkoneksi (Khan & Krishnan, 2019). 

Oleh karena itu perlu adanya penyediaan infrastruktur dalam menyediakan 

layanan elektronik oleh pemerintah sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh 

masyarakat (Alshaher, 2020). Model pemerintahan elektronik biasanya terdiri dari 

lima tahap Pertama, publikasi informasi di situs web. kedua, komunikasi dengan 

warga melalui saluran elektronik. Ketiga, menawarkan transaksi online. Keempat 

penyelenggaraan layanan e-government terintegrasi. Kelima, pelibatan warna 
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negara dalam pengambilan keputusan (Chasin & Scholta, 2015). Dalam 

implementasi pelayanan publik pada pemerintah daerah didukung oleh pemerintah 

pusat melalui kebijakan dan strategi nasional dalam pengembangan   e-

government (Bouty et al., 2019). 

Tingginya keinginan masyarakat Indonesia untuk memperoleh pelayanan 

publik yang efektif, efesien, transparansi dan akuntabel (Bouty et al., 2019). Hal 

tersebut menjadi dasar pembangunan e-government untuk meningkatkan 

hubungan pemerintah dan masyarakat melalui proses pemerintahan dan adanya 

hubungan interaksi dua arah antar masyarakat dan pemerintah (Yudianto, 2021). 

Secara umum pemanfaatan TIK dalam menunjang pelayanan publik tertuang 

dalam peraturan Presiden No. 3 Tahun 2003 melalui Menteri Informasi dan 

Komunikasi. Kemudian dilanjutkan peraturan pemerintah melalui Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 59 tahun 2020 

tentang Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Salah satu kemajuan teknologi 

informasi adalah adanya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang 

memberikan pelayanan terbaik (Ayu et al., 2022). 

Berbagai penelitian mengenai e-government sebenarnya telah banyak 

lakukan. Beberapa penelitian ini telah dilakukan di beberapa negara, seperti di 

Ghana (Osei-Kojo, 2017), Irak dan Malaysia (Alshaher, 2020)(Kamaruddin & 

Noor, 2017). Beberapa penelitian di Indonesia juga telah dilakukan, Namun 

penelitiannya lebih pada pemanfaatan infrastruktur, integrasi dan implementasi. 

Dan kota Makassar menjadi kota yang menerapkan smart city tentunya dicapai 

melalui pengembangan teknologi yang di implementasikan dalam e-government. 
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Kota Makassar dalam evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik 

mencapai indeks 2,45 dengan Predikat “Cukup”. Hal tersebut jauh dari standar 

yang telah ditetapkan dalam penerapan SPBE dan juga sedikit peneliti melakukan 

penelitian yang mengangkat soal evaluasi. Untuk memenuhi indeks SPBE 

terdapat 4 domian indikator capaian yaitu: Pertama, domain kebijakan internal 

memiliki aspek capaian yaitu kebijakan tata kelola. Kedua, domain tata kelola 

memiliki aspek capaian yaitu kelembagaan/penyelenggara dan perencanaan dan 

strategi, dan strategi TIK. Ketiga, domain manajemen memiliki aspek capaian 

yaitu penerapan manajemen dan audit TIK. Keempat, domain layanan memiliki 

aspek capaian yaitu administrasi pemerintah dan layanan publik.Peneliti 

melakukan evaluasi terhadap ke empat doimain tersebut, Karena beberapa instansi 

pemerintah terkadang hanya melaksanakan proses layanan publik berbasis 

elektronik hanya untuk sementara saja. Setelah dicek ternyata tidak ada 

keberlanjutan proses layanan online. Hal tersebut membuat peneliti melakukan uji 

tingkat kematangan domain layanan untuk mengetahui bagaimana penerapan 

sistem pemerintahan berbasis elektronik pada domain layanan. Sejalan dengan hal 

tersebut hasil evaluasi penerapan publik berbasis elektronik di kota makassar 

dapat dilihat pada gambar 1. 
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Gambar 1 

Hasil pemantauan indeks SPBE Kota Makassar 2022 

 

Gambar 1. Dari hasil pemantauan evaluasi system pemerintahan berbasis 

elektronik (SPBE) Kota Makassar. Ditemukan bahwa pada domain kebijakan 

internal SPBE mencapai nilai indeks 3.00. domain tata kelola SPBE mencapai 

nilai indeks 1,9. Domain manajemen SPBE mencapai nilai indeks 1,18. Dan 

domain layanan SPBE mencapai nilai indeks 3,06. Disimpulkan dari hasil 

evaluasi SPBE di Kota Makassar ternyata mencapai indeks SPBE sebesar 2,45 

dengan predikat “Cukup” (Laporan hasil pemantaun evaluasi kota makassar). 

Sehingga sejalan dengan informasi tersebut, penelitian ini meneliti 

evaluasi penerapan pemanfaatan sistem pemerintahan berbasis elektronik untuk 

melihat sejauh mana tingkat kematangan indeks domain kebijakan, layanan, tata 

Kelola, manajemen pada implementasie-government di Dinas Komunikasi dan 

Informatika Pemerintah di Kota Makassar. 

0 0 0 0 

3 

1,9 

1,18 

3,06 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

domain kebijakan
internal SPBE

domain tata kelola SPBE domain Manajemen
SPBE

domain layanan SPBE

Nilai Indeks SPBE kota Makassar 

Series1 Series2



6 
 

 
 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang dirampung dalam latar belakang diatas, 

maka rumusan masalah penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana indeks perolehan SPBE di Dinas Komunikasi dan Informatika 

Pemerintah Kota Makassar? 

2. Bagaimana penerapan SPBE di Dinas Komunikasi dan Informatika 

Pemerintah Kota Makassar? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah:  

1. Untuk mengetahui indeks perolehan SPBE di Dinas Komunikasi dan 

Informatika Pemerintah Kota Makassar. 

2. Untuk mengetahui penerapan SPBE di Dinas Komunikasi dan 

Informatika Pemerintah Kota Makassar. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemikiran dan 

pengembangan studi Ilmu Administrasi Negara dalam pengembangan tingkat 

kematangan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di Dinas 

Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Makassar. 
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2. Secara Praktis 

Penelitian ini secara praktis diharapkan yaitu: 

a. Pemanfaatan ini memberikan informasi penting bagi peneliti tingkat 

lanjut untuk memahami penelitian terkait tingkat kematangan 

penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di Dinas 

Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Makassar agar dapat 

digunakan sebagai referensiakademik sesuai kaidah-kaidah penelitian 

yang digunakan. 

b. Untuk memperluas pengetahuan bagi penulis di bidang studi ilmu 

administrasi Negara khususnya dalam penerapan tingkat kematangan 

sistem pemerintahan berbasis elektronik di Dinas Komunikasi 

danInformatikaPemerintah Kota Makassar. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Tabel 1Penelitian Terdahulu yang berkaitan dengan pemerintahan berbasis 

elektronik 

No Nama 

Penulis/tahun/ 

judul 

Masalah  Metode Hasil Penelitian 

1.  Muhammad 

FadhilRamli 

(2020), 

Implementasi 

sistem 

pemerintahan 

berbasis 

elektronik 

terhadap 

peningkatan 

pelayanan di 

Dinas 

komunkasi dan 

informatika 

Kota Palu 

Provinsi 

Sulawesi 

Tengah 

Penilaian sistem 

informasi 

berbasis 

elektronik masih 

jauh dari target 

indeks SPBE 

yang hanya 

mencapai angkat 

1,24 dengan 

predikat kurang 

Penelitian 

menggunakan 

pendekatan 

kualitatif 

dengan 

metode 

deskriptif 

data yang 

digunakan 

merupakan 

data primer 

dan data 

sekunder 

yang 

dikumpulkan 

melalui 

wawancara 

dan 

dokumentasi 

Implementasi 

SPBE di Kota 

Palu sudah 

berjalan dengan 

baik namun masih 

ada beberapa 

faktor 

penghambat pada 

pelaksanaannya. 

banyaknya jenis 

pelayanan 

elektronik yang 

tersedia namun 

tidak terintegrasi, 

kurangnya SDM 

di bidang IT, dan 

belum adanya 

regulasi yang 

mengatur secara 

khusus terkait 

dengan 

pelaksanaan 

SPBE di Kota 

Palu 

2. Abd. Aziz 

Bouty, (2019), 

Evaluasi 

sistem 

pemerintahan 

berbasis 

elektronik 

Untuk 

mengetahui 

sejauh mana 

tingkat 

kematangan 

penyelenggaraan 

pada instansi 

Metode yang 

digunakan 

menggunakan 

metode 

survei, 

dengan 

tahapan 

penyelenggaraan 

sistem 

pemerintahan 

berbasis 

elektronik pada 

pemerintah Kota 

Gorontalo 
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menggunakan 

e-government 

maturity model 

(Kasus di 

Pemerintah 

Kota 

Gorontalo) 

pemerintah  penelitian 

perencanaan, 

pelaksanaan 

dan 

pelaporan, 

metode 

evaluasi 

menggunakan 

pengukuran 

tingkat 

kematangan 

berdasarkan 

e-

goovernment 

Maturity 

Model). 

memperoleh 

predikat BAIK 

dengan total nilai 

indeks yang 

dicapai sebesar 

2.88.  Beberapa 

indikator yang 

memiliki nilai 

indeks terendah 

dari hasil 

pengukuran dan 

penilaian 

diinformasikan 

dalam penelitian 

ini untuk 

selanjutnya 

menjadi 

rekomendasi 

perbaikan bagi 

pemerintah Kota 

Gorontalo. 

3. Alidiani S 

Qotrunnisa, 

(2021) 

Model 

arsitektur 

layanan 

administrasi 

pemerintahan 

sistem 

pemerintahan 

berbasis 

elektronik 

pemerintah 

daerah 

kuningan 

Kuningan masih 

mencapai 

kategori cukup 

dan belum 

memiliki 

standardisasi 

layanan SPBE 

sehingga belum 

optimal 

penerapan SPBE 

dari segi layanan 

SPBE 

Menggunaan 

alur 

perancangan 

enterprise 

architecture 

SPBE dengan 

tahapan 

inisiasi, 

analisis dan 

perancangan. 
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Pemkab. 

Kuningan yang 

mampu 

meningkatkan 

mutu pelayanan 

khususnya 

internal birokrasi 

Pemkab.Kuningan 

Sumber: Hasil Analisis dari Penelitian terdahulu 2022 

Pada penelitian terdahulu yang di kemukakan oleh (Ramli, 2020)dan 

(Syahruni Qotrunnisa, 2021), ditemukan bahwa penerapan sistem pemerintahan 

berbasis elektronik dalam implementasi e-government telah berjalan dengan baik, 

namun masih saja terdapat kendala disebebabkan oleh ketersediaan SDM yang 

masih kurang, regulasi dan Kurangnya integrasi dari berbagai sektor. Akan tetapi 

di sisi lainnya telah meningkatkan mutu pelayanan publik. Hal itu juga pada 

penelitian yang di kemukakan oleh (Bouty et al., 2019) menemukan tingkat 

kematangan sudah mencapai standarisasi SPBE dengan indeks Baik, hal tersebut 

menjadi suatu capaian dalam pengembangan e-government. 

Persamaan penelitian yang diteliti pada penelitian terdahulu yaitu 

melakukan penelitian mengenai penerapan pemerintahan berbasis elektronik. 

Namun perbedaannya terletak pada domain yang di uji dimana penelitian saya 

mengkaji 4 domain dari indeks SPBE sedangkan penelitian sebelumnya hanya 

Sebagian saja, serta locus penelitian yang berbeda. Letak permasalahan yang ada 

pada penelitian terdahulu mengenai kurangnya integrasi, SDM, dan regulasi. 

Sehingga peneliti tertarik mengangkat penelitian ini untuk menguji sejauh mana 

penerapan SPBE, sehubungan dengan itu kota Makassar mencapai indeks SPBE 

dengan predikat “CUKUP” dimana berada dibawah standar indeks penerapan 



11 
 

 
 

SPBE. Sehingga peneliti melakukan penelitian di salah satu instansi yang berada 

di Kota Makassar yaitu di Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) 

Kota Makassar. 

B. Teori dan Konsep 

1. Teori evaluasi  

Evaluasi merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam proses 

implementasi kebijakan dan program pendidikan. Melalui evaluasi akan 

diperoleh informasi tentang apa yang telah dicapai dan mana yang belum 

tercapai dari sebuah program. Informasi hasil evaluasi selanjutnya 

digunakan sebagai bahan perbaikan program tersebut. Dengan kata lain 

evaluasi akan akan diketahui efektifitas, efisiensi, kualitas, kinerja, atau 

produktivitas suatu lembaga dalam melaksanakan programnya sekaligus 

untuk meningkatkan kinerjanya (Hajaroh, 2019). Arti penting evaluasi 

adalah bagaimana melihat Kembali apakah suatu program dan kebijakan 

dapat dilaksanakan secara efektif sesuai dengan perencanaan dan 

mencapai hasil sesuai yang diharapkan. Berdasarkan hasil evaluasi 

kemudian diambil sebuah keputusan apakah program dan kebijakan 

tersebut dapat di teruskan, direvisi, dihentikan atau dirumuskan Kembali 

sehinggga dapat mencapai tujaun, sasaran dan alternatif baru yang sama 

sekali berbeda dengan sebelumnya. 

Menurut William Dunn (2003) istilah evaluasi mempunyai arti 

yang berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala 

nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Evaluasi memberikan 
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informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenaik kinerja kebijkan, 

yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai 

melalui Tindakan public, evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi 

metode analisis kebijakan lainnya termasuk pada perumusan masalah dan 

rekomendasi. Dalam melakukan evaluasi terdapat kriteria yang 

dirumuskan menjadi indikator dalam menentukan apakah suatu kebijakan 

berhasil atau gagal. Menurut William Dunn, kriteria evaluasi kebijakan 

meliputi 6 (enam) tipe sebagai berikut: 

a) Efektifitas, adalah sesuatu yang berkaitan dengan alternatif kebijakan 

untuk mencapai hasil yang diharapkan atau memiliki (akibat) atau 

nilai-nilai diinginkan sampai kepada publik.  

b) Efisien, adalah jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan 

tingkat efektifitas yang dikehendaki.  

c) Kecukupan, poin ini menyangkut dengan seberapa jauh suatu tingkat 

efektifitas kebijakan yang dibuat aparat pemerintah untuk memuaskan 

kebutuhan nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan masalah. Yang 

termasuk kecakupan yaitu kinerja. 

d) Pemerataan, adalah termasuk kedalam pemerataan/keadilan yaitu 

akuntabilitas publik. akuntabilitas publik merupakan ukuran yang 

menunjukan apakah aktifitas sesorang atau lembaga dapat 

dipertanggungjawabkan sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang 

berlaku. 
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e) Responsifitas, indikator ini mengacu pada seberapa jauh kebijakan 

dapat menyelesaikan masalah, preferensi, atau nilai-nilai yang 

terkandung. 

f) Ketetapan, adalah berkenaan dengan pernyataan apakah kebijakan 

tersebut tepat untuk masyarakat, apakah kebijakan yang telah di 

implementasikan oleh pemerintah benar-benar mempunyai nilai atau 

bermanfaat. 

 Menurut Stufflebeam pada Konsep Evaluasi model CIPP pertama 

kali dikenalkan oleh Stufflebeam dan Shinfield (1985) yang telah 

dikembangkan sejak tahun 1965. Evaluasi model ini terdiri dari empat 

dimensi, yaitu: Context, Input, Process, dan Product, sehingga model 

evalusianya diberi nama CIPP Model ini dikembangkan oleh 

Stufflebeam’s (1986), dimana model ini terdiri atas 4 jenis aspek yang 

dievaluasi yaitu: 

a. Evaluasi Konteks (Context Evaluation), membantu merencanakan 

keputusan, mementukan kebutuhan yang akan dicapai oleh program 

dan merumuskan tujuan. Tujuan evaluasi konteks yang utama adalah 

untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan yang dimiliki. Sehingga 

evaluator akan dapat memberikan arah perbaikan yang diperlukan.  

b. Evaluasi Masukan (Input Evaluation), membantu mengatur keputusan, 

menentukan sumber-sumber yang ada, alternatif yang akan diambil, 

apa rencana dan strategi untuk mencapai tujuan, dan bagaimana 

prosedur kerja untuk mencapainya. 
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c. Evaluasi Proses (Process Evaluation), pada dasarnya evaluasi proses 

untuk mengetahui sampai sejuah mana rencana telah diterapkan dan 

komponen apa yang perlu diperbaiki. Evaluasi proses menunjuk pada 

apa kegiatan yang dilakukan dalam program, siapa orang yang 

ditunjuk sebagai penanggungjawab program, kapan kegiatan akan 

selesai. Dalam model CIPP, evaluasi proses diarahkan pada seberapa 

jauh kegiatan dilaksanakan di dalam program sudah terlaksana sesuai 

dengan rencana.  

d. Evaluasi Produk/Hasil (Product Evaluation), membantu membuat 

keputusan selanjutnya, baik mengenai hasil yang telah dicapai maupun 

apa yang telah dilakukan setelah program telah terlaksana. Evaluasi 

produk merupakan penilaian yang dilakukan guna untuk melihat 

ketercapaian/keberhasilan suatu program dalam mencapai tujuan yang 

telah ditentukan sebelumnya. Pada tahp ini evaluator akan menetukan 

apakah suatu program dapat dilanjutkan, dikembangkan/dimodifikasi 

atau bahkan dihentikan. 

2. Konsep e-government 

E-governmentmerupakan rangkaian proses dalam pemanfaatan 

teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang di adopsi dalam pemerintahan 

dan bisnis yang bertujuan untuk memberikan pelayanan yang cepat untuk 

meningkatkan efisien dan efektif. Hal tersebut mampu beriorentasi pada 

pelayanan masyarakat agar mudah mendapatkan informasi (Indrajit, 2006). 

Pemanfaatan e-government juga mampu meningkatkan produktifitas kerja dan 
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memberikan efesiensi birokrasi dalam mendukung proses pertumbuhan 

ekonomi. Konsep tersebut mampu memperbaiki tahapan interaksi antar 

peerintah dan masyarakat (Government to Citizen), pemerintah dan 

pemerintah bisnis (Government to Business Enterprise), dan (Inter Agency 

Relationship) Hubungan antar pemerintah (Pratiwi et al., 2020). 

E-Government merupakan bentuk penerapan pelayanan yang dapat 

meningkatkan mutu pelayanan publik dengan berbasis teknologi dan 

komunikasi demi menjawab tuntutan dan kebutuhan publik yang 

menginginkan proses pengolahan data yang cepat dan informasi yang tepat. e-

Government diperlukan untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, 

dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dengan maksud agar tumbuh 

peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap citra pelayanan pemerintah 

khususnya birokrasi (Aprianty, 2016). 

E-Government mulai diperkenalkan dalam institusi publik menjelang 

akhir abad 20 persisnya pada dekade akhir 1990-an. Teknologi informasi 

berkembang di Indonesia namun pengimplementasiannya di instansi – instansi 

pemerintahan dimulai sejak dikeluarkannya kebijakan pada tahun 2001 

melalui Instruksi Presiden No. 6 tahun 2001 tentang Telematika 

(Telekomunikasi, Media dan Informatika) yang menyatakan bahwa aparat 

pemerintah harus menggunakan teknologi telematika untuk mendukung good 

governance dan mempercepat proses demokrasi. Selanjutnya dikeluarkannya 

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi 

Nasional Pengembangan e-government yang merupakan bukti nyata 
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pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui 

e-government. 

E-government adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan 

menggunakan teknologi informasi dan telekomunikasi untuk meningkatkan 

kinerja pemerintah, serta memenuhi kebutuhan masyarakat akan transparansi 

dan akuntabilitas informasi keuangan pemerintah dengan tujuan mencapai 

good governance. Menurut (Bastian, 2003)E-Government dapat digolongkan 

kedalam 4 tingkatan, yaitu : 

a) Tingkat pertama adalah pemerintah mempublikasikan informasi melalui 

website.  

b) Tingkat kedua adalah interaksi antara masyarakat dan kantor pemerintahan 

melalui e-mail.  

c) Tingkat ketiga adalah masyarakat pengguna dapat melakukan transaksi 

dengan kantor pemerintahan secara timbal balik.  

d) Level terakhir adalah integrasi di seluruh kantor pemerintahan, dimana 

masyarakat dapat melakukan transaksi dengan seluruh kantor 

pemerintahan yang telah mempunyai pemakaian database bersama. 

Sedangkan, The World Bank Group mendefinisikan e-government 

sebagai berikut: “e-Government berhubungan dengan penggunaan teknologi 

informasi (seperti Wide Area Network, Internet dan mobile computing) oleh 

organisasi pemerintahan yang mempunyai kemampuan membentuk hubungan 

dengan warga Negara, bisnis dan organisasi lain dalam pemerintahan.” (The 

World Bank Group, 2001). UNDP (United Nation Development Programme) 
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juga memberikan definisi tersendiri dengan lebih singkat untuk e-government: 

“E-Government adalah aplikasi teknologi informasi dan komunikasi (ICT) 

dari agen pemerintah.” 

Setelah mengetahui bagaimana lembaga-lembaga memberikan definisi 

akan e-government, para ahli pun turut mendefinisikan e-government. Zweers 

and Planque (2001) memberikan definisi :“e-government berhubungan dengan 

penyedia informasi, layanan atau produk yang disiapkan secara elektronis, 

dengan dan oleh pemerintah, tidak terbatas tempat dan waktu, menawarkan 

nilai lebih untuk partisipasi pada semua kalangan” (Indrajit, 2006).  

Selain lembaga-lembaga dan para ahli, dalam tiap negara pun 

mendefinisikan e-government secara beragam. Pemerintah Federal Amerika 

Serikat mendefinisikan e-Government secara singkat: “E-government refers to 

the delivery of government information and services online through the 

Internet or other digital means.” (E-government mengacu pada penyampaian 

informasi dan layanan online  pemerintah melalui internet atau alat digital 

lainnya.). Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup 2 (dua) 

aktivitas yang berkaitan yaitu:  

a. Pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses 

kerja secara elektronis;  

b.  Pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat 

diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah 

negara.  
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Konsep e-Government berkembang karena adanya tiga pemicu utama 

dilihat dari sejarahnya, yaitu:  

a. Era globalisasi  

Era globalisasi dewasanya terjadi percepatan dari kemajuan yang 

menunjukkan adanya dinamika yang berkembang diantaranya, membuat 

isu-isu semacam demokratisasi, hak asasi manusia, hukum, transparansi, 

korupsi, civil society, good corporate governance, perdagangan bebas, 

pasar terbuka dan lain sebagainya menjadi hal-hal utama yang harus 

diperhatikan oleh setiap bangsa jika yang bersangkutan tidak ingin 

disingkirkan dari pergaulan dunia. Dalam format ini, pemerintah harus 

mengadakan reposisi terhadap peranannya di dalam sebuah negara, dari 

yang bersifat internal dan fokus terhadap kebutuhan dalam negeri, menjadi 

lebih berorientasi ke eksternal dan fokus kepada abad 21 bagaimana 

memposisikan masyarakat dan negaranya di dalam sebuah pergaulan 

global (Indrajit, 2006). 

b. Kemajuan teknologi  

Kemajuan teknologi informasi (komputer dan telekomunikasi) 

terjadi sedemikian pesatnya sehingga data, informasi dan pengetahuan 

dapat diciptakan dengan teramat sangat cepat dan dapat segera disebarkan 

ke seluruh lapisan masyarakat di berbagai belahan di dunia dalam hitungan 

detik.  

c. Meningkatkan kualitas  
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Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat di dunia tidak 

terlepas dari semakin membaiknya kinerja industri swasta dalam 

melakukan kegiatan ekonominya. Kedekatan antara masyarakat (sebagai 

pelanggan) dengan pelaku ekonomi (pedagang, investor, perusahaan dan 

lain-lain) telah membuat terbentuknya sebuah standar pelayanan yang 

semakin membaik dari waktu ke waktu. 

Ketiga aspek di atas menyebabkan terjadinya tekanan dari 

masyarakat yang menginginkan pemerintah memperbaiki kinerjanya 

secara signifikan dengan cara memanfaatkan berbagai teknologi informasi 

yang ada. 

3. Konsep SPBE 

Sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) adalah sistem 

penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan 

komunikasi untuk layanan kepada pengguna SPBE.  

a. Tujuan SPBE yaitu: 

1) Mewudkan tata kelola pemerintah yang efekti, bersih, transparan, dan 

akuntabel. 

2) Mewujudkan pelayanan public yang berkualitas dan terpercaya. 

3) Meningkatkan keterpaduan dan efisiensi penyelenggara SPBE. 

b. Cakupan pelayanan SPBE ada empat bagian: 

1) G2B (Government to busnis) bentuk layanannya, e-procurement dan e-

perijinan. 
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2)  G2C (Government to citizen) bentuk layanannya, e-pengaduan, e-

kesehatan, dan e-pendidikan. 

3) G2E (Government to employe) bentuk layanannya, e-kepegawaian dan 

e-pensiun. 

4)  G2G (Government to government) bentuk layanannya, e-Office, e-

planing, e-budgeting, e-monev dan e-JDIH. 

Adapun proses pemantauan dalam mengukur tingkat kematangan skala 

1-5 pada 47 indikator penilaian dalam metode evaluasi terdapat dalam 

PERMENPANRB 59/2020 yaitu: 

1. Kebijakan 

Domain kebijakan memiliki aspek tata kelola SPBE dengan indikator 

kebijakan internal yang mendukung penerapan tim koordinasi SPBE, 

perencanaan, strategi manajemen dan audit TIK. 

2. Tata Kelola 

Domain tata kelola memiliki aspek perencanaan strategi SPBE 

dengan indikator terkait arsitektur, peta rencana, anggaran, dan proses 

bisnis. Pada aspek teknologi dan komunikasi indikatornya terkait 

kematangan pembangunan jaringan intra pemerintah, pusat data, dan 

sistem penghubung layanan SPBE. Pada aspek penyelenggara SPBE 

indikatornya berkaitan dengan tugas tim koordinasi SPBE dan kolaborasi 

penerapan SPBE. 

3. Manajemen 
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Domain manajemen memiliki aspek penerapan manajemen SPBE 

dengan indikator manajemen resiko, keamanan informasi, data, aset, 

SDM, pengetahuan, perubahan dan layanan SPBE. Pada aspek audit TIK 

indikatornya mengenai audit infrastruktur, aplikasi dan keamanan SPBE. 

4. Layanan 

Domain layanan memiliki aspek administrasi pemerintah dengan 

indikator layanan perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan, 

kepegawaian, kearsipan, pengelolaan BMN, pengawasan, akuntabilitas 

dan kinerja. Pada aspek layanan publik memiliki indikator berkaitan 

dengan layanan pengaduan publik, data terbuka, JDH, dan layanan publik 

unggulan lain. 

Adapun tingkat kematangan kebijakan, tata kelola, dan manajemen 

dimana level satu artinya rintisan, level dua artinya terkelola, level tiga artinya 

terdefinisi, level tiga artinya terpadu dan terukur dan level lima artinya 

optimum. Dan tingkat kematangan layanan pada level satu artinya informasi, 

level dua artinya interaksi, level tiga artinya transaksi, level 4 artinya 

kolaborasi, dan level 5 artinya optimum. Tahap pelaksanaan evaluasi SPBE 

yaitu: 

a) Persiapan dan koordinasi yaitu Melaksanakan persiapan dan koordinasi 

ke seluruh K/L/D yang dilakukan evaluasi SPBE. 

b) Penilaian mandiri yaitu melakukan penilaian mandiri secara daring oleh 

asesor internal. 

c) Penilaian dokumen yaitu penilaian dokumen oleh asesor eksternal. 
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d) Penilaian interview yaitu klarifikasi hasil isian penilaian dokumen. 

e) Penilaian visitasi yaitu klarifikasi dan validasi kondisi eksisting/lapangan 

terhadap jawaban, penjelasan, dan bukti pendukung. 

Metodologi evaluasi SPBE dinilai dengan metode tingkat kematangan 

SPBE yang merupakan kerangka kerja untuk mengukur derajat kematangan 

penerapan SPBE yang di tinjau dari kapabilitas proses dan kapalitas fungsi 

teknik SPBE. Tingkat kematangan SPBE terdiri atas 5 level yang masing-

masing levelnya dapat menunjukkan karakteristik kematangan tertentu pada 

kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE. Tingkat kematangan 

penerapan SPBE dibagi dua yaitu tangkat kematangan pada kapabilitas proses 

dan tingkat kematangan pada kapabilitas fungsi teknis. Dari kedua tingkat 

kematangan penerapan SPBE maka dibagi masing menjadi 5 bagian yaitu: 

a. Tingkat kematangan pada kapabilitas proses 

1. Rintisan  

Rintisan yaitu mengenai pengaturan dalam bentuk konsep yang belum 

ditetapkan dan proses tata kelola dilaksanakan secara tertentu saja. 

2. Terkelola 

Terkelola yaitu pengaturan telah ditetapkan dengan memenuhi 

sebagian indeks pelayanan publik serta proses tata kelola dilaksanakan 

dengan dasar-dasar manajemen terdekomentasi. 

3. Terstandardisasi 
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Terstandardisasi yaitu pengaturan telah ditetapkan dengan memenuhi 

semua kebutuhan di indeks pelayanan publik serta proses tata kelola 

dilaksanakan sepenuhnya dengan standardisasi. 

4. Terintegritas dan terukur 

Terintegritas dan terukur yaitu pengaturan telah ditetapkan dengan 

memenuhi kebutuhan hubungan antar indeks pelayanan public serta tata 

kelola dilaksanakan dengan pengukuran kinerja secara kuantitatif. 

5. Optimum 

Optimum yaitu pengaturan telah ditetapkan dan dievaluasi terhadap 

perubahan kebutuhan di lingkungan internal dan eksternal serta tata kelola 

dilaksanakan dengan peningkatan kualitas. 

b. Tingkat kematangan pada kapabilitas fungsi teknis 

1) Informasi yaitu layanan SPBE dalam membentuk satu arah. 

2) Interaksi yaitu layanan SPBE dalam bentuk informasi dua arah. 

3) Transaksi yaitu layanan SPBE dalam bentuk pertukaran informasi dan 

layanan 

4) Kolaborasi yaitu layanan SPBE terintegrasi dengan layanan lain. 

5) Optimalisasi yaitu layanan SPBE dapat beradaptasi terhadap perubahan 

lingkungan internal dan eksternal. 

Dalam mengukur tingkat kematangan SPBE sesuai dengan 

PERMENPANRB 59/2020. Maka skema bobot penilaian dan indikator 

capaian digambarkan pada tabel berikut ini. 
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Tabel 2 

Bobot penilaian indikator domain SPBE 

No Nama Domain Jumlah Indikator Bobot (100%) 

1 Kebijakan Internal SPBE 10 13%(@1,3%) 

2 Tata kelola SPBE 10 25%(@2,5%) 

3 Manajemen SPBE 11 16,5%(@1,5%) 

4 Layanan SPBE 16 45,5%(@2,75%/@3%) 

Sumber: permenpanrb 2020 

Tabel 3. Dalam menentukan nilai indeks SPBE maka melakukan perhitungan 

dengan mengalikan antara nilai indeks domain dengan bobot domain dari nilai 

komulatif. Sehingga nilai indeks keseluruhan tersebut menjadi nilai indeks SPBE. 

Tabel 3 

Indeks capaian SPBE 

 

No. Nilai Indeks Predikat 

1. 4,2 – 5,0 Memuaskan 

2. 3,5 – < 4,2 Sangat Baik 

3 2,6 – < 3,5 Baik 

4. 1,8 – < 2,6 Cukup 

5. < 1,8 Kurang 

Sumber: Permenpanrb 2020 

Tabel 1. Dalam melakukan evaluasi SPBE terdapat indeks capaian yang menjadi 

standar dalam menentukan sejauh mana tingkat penerapan SPBE terhadap 

instansi/lembaga.  
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C. Kerangka Pikir 

Kerangka fikir menjadi konsep yang menggambarkan hubungan antara 

teori yang satu dengan teori lainnya. Hal itu juga memberikan identifikasi 

terhadap permasalahan yang berhubungan dengan teori yang ada. Penerapan e-

government menjadi konsep utama dalam menjelaskan teori. Kemudian 

dikerucutkan dengan konsep Evaluasi yang kaitannya dengan sistem 

pemerintahan berbasis elektronik. Untuk mengukur tingkat kematangan dengan 

tahapan uji tingkat kematangan kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis. 

evaluasi dibutuhkan ada empat domain aspek penilaian yang masing-masing 

memiliki indikator yang kemudian di sesuaikan penilain tersebut sesuai predikat 

indeks SPBE. Untuk mengukur tingkat kematangan dalam mencapai tahapan 

evaluasi maka terdapat 4 domain yang yang harus dicapai yaitu domain kebijakan 

internal, domain tata kelola, domain manajemen, dan domain layanan. Sejalan 

dengan melakukan evaluasi menggunakan tingkat kematangan maka penelitian ini 

melakukan evaluasi menggunakan teori Stufflebeam mengenai evaluasi kebijakan 

yang menyangkut dengan konteks, input, proses, produk. Agar lebih jelasnya 

maka digambarkan dalam kerangka fikir dibawah ini. 

 

 

 

 

 

 



26 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Gambar 2 

Kerangka Pikir Penelitian 

D. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini yaitu evaluasi penerapan sistem pemerintahan 

berbasis elektronik dengan menguji tingkat kematangan domain kebijakan 

internal, manajemen, tata Kelola, layanan SPBE dalam mengukur sejauh mana 

penerapannya e-government menggunakan teori stufflebean pada konteks, input, 

proses dan produk di Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota 

Makassar. 

E. Deskripsi Fokus 

Deskripsi fokus penelitian ini yaitu memberikan pemahaman mengenai 

objek yang ingin dikaji dalam penelitian ini. Di mana beberapa indikator yang 

ingin dicapai diantaranya ada empat domain dengan 47 sub indikator capaian di 
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uji dalam kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis yang dikaitkan dengan 

teori Stufflebean yaitu: 

1. Kapabilitas Proses 

a. Domain Kebijakan Internal SPBE memiliki aspek kebijakan internal tata 

Kelola SPBE dengan memiliki 10 indikator capaian yang di uji dalam 

level tingkat kematangan. 

1) Indikator pertama yaitu tingkat kematangan kebijakan internal 

arsitektur SPBE yaitu pengaturan mengenai Arsitektur SPBE di Instansi 

Pusat dan Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk memberikan 

panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis, Data dan 

Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE 

untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu. 

2) Indikator kedua yaitu tingkat kematangan kebijakan internal peta 

rencanan SPBE yaitu merupakan pengaturan mengenai Peta Rencana 

SPBE di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk 

memberikan panduan arah dan langkah dalam penyiapan dan 

pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. 

3) Indikator ketiga yaitu tingkat kematangan kebijakan internal 

manajemen data yaitu menjamin terwujudnya data yang akurat, 

mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, 

pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional. 

4) Indikator keempat yaitu tingkat kematangan kebijakan internal 

pembangunan aplikasi SPBE yaitu merupakan pengaturan mengenai 
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Pembangunan Aplikasi SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah 

yang bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan 

pembangunan aplikasi SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang 

terpadu. 

5) Indikator kelima yaitu tingkat kematangan kebijakan internal layanan 

pusat yaitu sekumpulan pusat data yang digunakan secara bersama dan 

bagi pakai oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dan saling 

terhubung yang terdiri atas pusat data yang diselenggarakan oleh 

Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dengan memenuhi persyaratan pusat 

data atau pusat data yang dibangun khusus untuk digunakan secara 

bersama dan bagi pakai oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. 

6) Indikator keenam yaitu tingkat kematangan kebijakan internal layanan 

jaringan intra instansi pusat/daerah yaitu Jaringan Intra yang 

diselenggarakan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk 

menghubungkan antar simpul jaringan dalam Instansi Pusat/Pemerintah 

Daerah, dengan Jaringan Intra Pemerintah dan/atau Jaringan Intra 

Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain, yang selanjutnya terhubung 

dengan jaringan intra pemerintah. 

7) Indikator ketujuh yaitu tingkat kematangan kebijakan internal 

penggunaan sistem penghubung layanan instansi pemerintah 

pusat/daerah yaitu perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan 

pertukaran Layanan SPBE. 
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8) Indikator kedepalan yaitu tingkat kematangan kebijakan internal 

manajemen keamanan informasi yaitu mengatur terkait penerapan 

Manajemen Keamanan Informasi pada Instansi Pusat/Pemerintah 

Daerah. 

9) Indikator kesembilan yaitu tingkat kematangan kebijakan internal audit 

TIK yaitu serangkaian proses yang sistematis untuk memperoleh dan 

mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi 

dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian 

antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau 

standar yang telah ditetapkan. 

10) Indikator kesepuluh yaitu tingkat kematangan kebijakan internal tim 

koordinasi SPBE instansi pusat/daerah yaitu para pejabat dalam tim 

yang diberi tugas untuk mengendalikan, mengarahkan, dan 

mengevaluasi SPBE, termasuk didalamnya melaksanakan perumusan 

kebijakan dan penerapan SPBE di instansi pusat/daerah. 

b. Domain tata Kelola SPBE memilik aspek capaian yaitu perencanaan 

strategi SPBE, teknologi informasi dan komunikas, penyelenggaraan 

SPBE dengan memiliki 10 indikator capaian yang masing-masing di uji 

dalam level tingkat kematangan. 

1) Indikator pertama yaitu tingkat kematangan arsitektur SPBE instansi 

pusat/daerah yaitu kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi 

proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, 

dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE. 
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2) Indikator kedua yaitu tingkat kematangan peta rencana SPBE instansi 

pusat/daerah yaitu dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah 

penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi. 

3) Indikator ketiga yaitu tingkat kematangan keterpaduan rencana dan 

anggaran SPBE yaitu dokumen yang mendeskripsikan program, 

kegiatan dan pemanfaatan anggaran SPBE.  

4) Indikator keempat yaitu tingkat kematangan inovasi proses bisnis 

SPBE yaitu dokumen yang mendeskripsikan hubungan kerja yang 

efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja 

sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasikan keluaran 

yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. 

5) Indikator kelima yaitu tingkat kematangan pembangunan aplikasi 

SPBE yaitu satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur 

yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE. 

6) Indikator keenam yaitu tingkat kematangan layanan pusat data yaitu 

fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan 

komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan 

dan pengolahan data, dan pemulihan data baik yang dimiliki secara 

fisik dan non-fisik (cloud).  

7) Indikator ketujuh yaitu tingkat kematangan layanan jaringan intra 

instansi pusat/daerah yaitu jaringan tertutup yang menghubungkan 

antar simpul jaringan dalam suatu organisasi. 
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8) Indikator kedelapan yaiu tingkat kematangan penggunaan sistem 

penghubung layanan instansi pusat/daerah yaitu perangkat 

integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE. 

9) Indikator kesembilang yaitu tingkat kematangan tim koordinasi SPBE 

instansi pusat/daerah yaitu para pejabat dalam tim yang diberi tugas 

untuk mengendalikan, mengarahkan, dan mengevaluasi SPBE, 

termasuk didalamnya melaksanakan perumusan kebijakan dan 

penerapan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah masing-

masing.  

10) Indikator kesepuluh yaitu tingkat kematangan kolaborasi penerapan 

SPBE yaitu wadah informal untuk pertukaran informasi dan 

peningkatan kapasitas pelaksanaan SPBE bagi Instansi Pusat 

Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, lembaga penelitian, pelaku 

usaha, dan masyarakat. 

c. Domain manajemen SPBE memiliki aspek  penerapan manajemen SPBE 

dan audit TIK. Dengan memiliki 11 indikator capaian yang di uji dalam 

level tingkat kematangan. 

1) Indikator pertama yaitu tingkat kematangan penerapan manajemen 

resiko yaitu pendekatan sistematis yang meliputi proses, pengukuran, 

struktur, dan budaya untuk menentukan tindakan terbaik terkait Risiko 

SPBE. 

2) Indikator kedua yaitu tingkat kematangan penerapan manajemen 

keamanan informasi yaitu serangkaian proses yang meliputi penetapan 
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ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan 

pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap 

Keamanan Informasi dalam SPBE. 

3) Indikator ketiga yaitu tingkat kematangan penerapan manajemen data 

yaitu serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data 

referensi, basis data, kualitas data dan interoperabilitas data. 

4) Indikator keempat yaitu tingkat kematangan penerapan manajemen 

asset TIK yaitu serangkaian proses perencanaan, pengadaan, 

pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak 

yang digunakan dalam SPBE. 

5) Indikator kelima yaitu tingkat kematangan kompetensi sumber daya 

manusia yaitu serangkaian proses perencanaan, pengembangan, 

pembinaan, dan pendayagunaan Sumber Daya Manusia dalam SPBE. 

6) Indikator keenam yaitu tingkat kematangan penerapan manajemen 

pengetahuan yaitu proses yang dilakukan untuk mendokumentasi 

pengalaman dan pengetahuan dalam perencanaan, implementasi, dan 

evaluasi SPBE guna meningkatkan kualitas Layanan SPBE dan 

mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE. 

7) Indikator ketujuh yaitu tingkat kematangan penerapan manajemen 

perubahan yaitu serangkaian proses perencanaan, analisis, 

pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap 

perubahan SPBE yang bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan 
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meningkatkan kualitas Layanan SPBE melalui pengendalian 

perubahan yang terjadi dalam SPBE. 

8) Indikator kedelapan yaitu tingkat kematangan penerapan manajemen 

layanan SPBE yaitu serangkaian proses pelayanan kepada pengguna, 

pengoperasian layanan, dan pengelolaan Aplikasi SPBE agar Layanan 

SPBE dapat berjalan berkesinambungan dan berkualitas. 

9) Indikator kesembilan yaitu tingkat kematangan pelaksanaan audit 

infrastruktur SPBE. 

10) Indikator kesepuluh yaitu tingkat kematangan pelaksanaan audit 

aplikasi SPBE  

11) Indikator kesebelas yaitu tingkat kematangan pelaksanaan audit 

keamanan SPBE. 

2. Kapabilitas Fungsi Teknis 

Domain Layanan SPBE yaitu hal-hal yang berkaitan dengan proses 

layanan dalam penerapan e-government. Titik fokusnya yaitu pada aspek 

administrasi pemerintah dengan indikator perencanaan, penganggaran, 

keuangan, pengadaan, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan BMN, 

pengawasan, akuntabilitias dan kinerja. Dan pada aspek layanan public 

memiliki indikator berkaitan dengan pengaduan public, data terbuka, JDH, 

dan layananan publik unggulan. Dalam mengukur tingkat kematangan terdapat 

16 indikator yang masing-masing memiliki tingkat level pencapaian dari level 

1-5 yaitu: 
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a. Indikator pertama yaitu tingkat kematangan layanan perencanaan yaitu 

serangkaian proses untuk menghasilkan pengelolaan perencanaan yang 

efektif, efisien, dan akuntabel. 

b. Indikator kedua yaitu tingkat kematangan layanan penganggaran yaitu 

serangkaian proses untuk menghasilkan pengelolaan penganggaran yang 

efektif, efisien, dan akuntabel. 

c. Indikator ketiga yaitu tingkat kematangan layanan keuangan yaitu 

serangkaian proses untuk menghasilkan pengelolaan keuangan yang 

efektif, efisien, dan akuntabel. 

d. Indikator keempat yaitu tingkat kematangan layanan pengadaan 

barang dan jasa yaitu serangkaian proses untuk menghasilkan 

pengelolaan Pengadaan barang/jasa yang efektif, efisien, dan akuntabel. 

e. Indikator kelima yaitu tingkat kematangan layanan kepegawaian 

yaitu serangkaian proses untuk menghasilkan pengelolaan kepegawaian 

yang efektif, efisien, dan akuntabel. 

f. Indikator keenam yaitu tingkat kematangan layanan kearsipan 

yaitu serangkaian proses untuk menghasilkan pengelolaan kearsipan 

yang efektif, efisien, dan akuntabel. 

g. Indikator ketujuh yaitu tingkat kematangan layanan pengelolaan 

barang milik negara/daerah yaitu serangkaian proses untuk 

menghasilkan pengelolaan BMN yang efektif, efisien, dan akuntabel. 

h. Indikator kedelapan yaitu tingkat kematangan layanan pengawasan 

internal terkait pemerintah yaitu serangkaian proses untuk 
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menghasilkan pengelolaan pengawasan internal yang efektif, efisien, dan 

akuntabel. 

i. Indikator kesembilan yaitu tingkat kematangan layanan 

akuntabilitas kinerja organisasi yaitu serangkaian proses untuk 

menghasilkan pengelolaan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pusat/Pemerintah Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel. 

j. Indikator kesepuluh yaitu tingkat kematangan layanan kinerja 

pegawai adalah serangkaian proses untuk menghasilkan pengelolaan 

kinerja pegawai Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang efektif, efisien, 

dan akuntabel. 

k. Indikator kesebelas yaitu tingkat kematangan layanan pengaduan 

pelayanan publik yaitu serangkaian proses untuk menghasilkan 

pengelolaan pengaduan pelayanan publik Instansi Pusat/Pemerintah 

Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel. 

l. Indikator dua belas yaitu tingkat kematangan layanan data terbuka 

yaitu serangkaian proses untuk menghasilkan pengelolaan data terbuka 

Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel. 

m. Indikator tiga belas yaitu tingkat kematangan layanan jaringan 

dokumentasi dan informasi hokum yaitu serangkaian proses untuk 

menghasilkan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum 

Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel. 

n. Indikator tingkat kematangan layanan publik sectoral 1 yaitu 

serangkaian proses untuk menghasilkan pengelolaan tugas dan fungsi 
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sektoral Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang efektif, efisien, dan 

akuntabel 

o. Indikator tingkat kematangan layanan publik sectoral 2 yaitu 

serangkaian proses untuk menghasilkan pengelolaan tugas dan fungsi 

sektoral Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang efektif, efisien, dan 

akuntabel. 

p. Indikatr tingkat kematangan layanan publik sectoral 3 yaitu 

serangkaian proses untuk menghasilkan pengelolaan tugas dan fungsi 

sektoral Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang efektif, efisien, dan 

akuntabel. 

Setelah dilakukan uji tingkat kematangan pada setiap indikator pada 

keempat domain maka dikategorikan berapa indeks SPBE dari setiap 

domain dari hasil akumulasi dari setiap indikator yang telah akumulasi 

pada setiap bobot penilaian. 

3. Teori evaluasi menurut Stufflebean 

a. Evaluasi Konteks yaitu melakukan identifikasi kebutuhan untuk memutuskan 

tujuan program. 

b. Evaluasi input yaitu mengarahkan pada keputusan tentang strategi dan desain 

kebijakan dan program. 

c. Evaluasi proses yaitu mengidentifikasi kekurangan dalam program saat 

implementasi. 

d. Evaluasi produk yaitu mengukur hasil kebijkan dan program saat 

implementasi. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Waktu 

Waktu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penelitian yaitu kurang lebih 

satu bulan yaitu bertempat di Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota 

Makassar. 

B. Lokasi Penelitian 

Peneliti memilih tempat penelitian yang berlokasi di Pemerintahan kota 

Makassar dengan alasan tempat tersebut menerapkan sistem pemerintahan 

berbasis elektronik di Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota 

Makassar. 

C. Jenis Penelitian dan Tipe Penelitian 

Ada pun Jenis penelitian ini yaitu: 

1. Jenis Penelitian 

Berkaitan dengan judul penelitian, maka tujuannya adalah untuk 

memberikan gambaran yang objektif mengenai tingkat kematangan penerapan 

sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam meningkatkan pelayanan 

publik. Maka penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang 

menggambarkan pengukuran objektif dan analisis matematis (statistik) 

terhadap sampel data yang diperoleh melalui data hasil evaluasi tingkat 

kematangan untuk membuktikan atau menguji hipotesis (dugaan sementara) 

yang diajukan dalam penelitian (Hardani et al., 2020). 
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2. Tipe Penelitian 

Tipe penelitian yang digunakan peneliti adalah menggunakan pendekatan 

deskriptif yang merupakan  penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai 

variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, 

atau menghubungkan dengan variabel lain yang diteliti dan dianalisis sehingga 

menghasilkan kesimpulan (Syahza, 2021).  

Jadi penelitian ini dilakukan menggunakan jenis penelitian kuantitatif 

deskriptif adalah penelitian yang berdasarkan pada sesuatu yang pasti, 

faktual, nyata yang berdasarkan data empiris untuk mengetahui nilai atau 

keberadaan variable mandiri tanpa membuat perbandingan atau hubungan 

dengan variable lain (Sugiyono, 2020). 

D. Sumber Data 

Adapun sumber data dari penelitian ini yaitu menggunakan Data sekunder 

yaitu menggunakan instrument evaluasi melalui website Diskominfo Kota 

Makassar dan studi pustaka mengenai evaluasi sistem pemerintahan berbasis 

elektronik (SPBE). 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data 

yaitu menggunakan data dokumentasi hasil evaluasi tingkat kematangan yang 

dilakukan yaitu melakukan analisis beberapa dokumen dan studi pustaka yang 

berkaitan dengan penilaian tingkat kematangan berdasarkan hasil evaluasi 

berdasarkan penjelasan bukti pendukung. Hal ini bermaksud untuk memperoleh 

data informasi yang berkaitan dengan bahan penelitian (Usman, 2009). 
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F. Teknik Analisa Data 

Dalam Penelitian ini teknik analisis data yang dikumpulakan dengan 

meredukasi data dokumentasi hasil pemantauan evaluasi sistem pemerintahan 

berbasis elektronik. Kemudian melakukan penyajian data yang telah dikumpulkan 

dengan model diagram/grafik dan teks, kemudian menarik kesimpulan  

(Sugiyono, 2020). Kemudian menggunakan alat analisis yaitu VOSviewer untuk 

menganalisis keterkaitan antara hasil evaluasi sistem pemerintahan berbasis 

elektronik dengan studi pustaka untuk menganalisis suatu hasil penelitian berupa 

kritikan dari suatu penelitian yang sedang dilakukan terhadap suatu topik yang 

sejalan dengan penelian kemudian menarik kesimpulan(Ida Samidah, 2019). 

G. Desain Penelitian 

Adapun alur penelitian ini dilihat pada gambar dibawah ini: 

1. Alur Evaluasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3 
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Dalam mealakuan evaluasi SPBE menggunakan dua cara untuk menguji 

tingkat kematangan yaitu kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis dengan 

memiliki tingkat capaian dari level 1-5. 

2. Peta Analisis 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4 

Peta Analisis 

Pada metadologi penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif untuk 

menjabarkan data kuantitatif dengan menarasikan secara deskriptif. Sumber data yang 

digunakan yaitu menggunakan data sekunder berupa hasil uji kematangan melalui 

website diskominfo kota makassar studi pustaka. Kemudian Teknik pengumpulan data 

dengan menganalisis dokumen evaluasi SPBE dan studi pustaka. Dan Teknik analisis 

data menggunakan alat analisis yaitu VosViewer untuk menguatkan data hasil uji 

kematangan dengan dokumen evaluasi SPBE dengan studi pustaka yang memiliki 

hubungannya hasil penelitian evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).  
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Deskripsi lokasi penelitian 

Dinas komunikasi dan informatika (diskominfo) berlokasi di jalan A. P. 

Pettarani no. 62 90000 makassar. Diskominfo menjadi salah satu SKPD dalam 

area pemerintahan kota makassar. Yang memiliki tugas membantu walikota 

Makassar melaksanakan urusan pemerintah bidang komunikasi dan informatika 

yang menjadi kewenangan daerah dan tugaspembantuan yang diberikan kepada 

daerah. Fungsi diskominfo yaitu melakukan perumusan kebijakan, pelaksanaan 

kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan monitoring, pelaksanaan administrasi dan 

pelaksanaan fungsi lainnya. 

Adapun bidang layanan diskominfo berdasar pada peraturan walikota 

makassar no. 86 tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan 

fungsi serta tata kerjadinas komunikasi dan informatika kota makassar. Adapun 

bidang dalam pelayanan publik dari diskominfo yaitu bidang aplikasi, bidang 

humas dan IKP, bidang pengelolaan data elektronik dan bidang persandian. 

B. Hasil penelitian 

 Dalam melakukan evaluasi Sistem pemerintahan berbasis elektronik 

(SPBE) dengan menggunakan teori Stuffebeam dengan konteks, input, proses dan 

produk, pada uji kematangan kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis 
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dengan menguji tingkat kematangan pada domain kebijakan internal, domain tata 

Kelola, domain manajemen, dan domain layanan. 

1. Kapabilitas proses 

 Pada uji kematangan kapabilitas proses terdapat 3 domain capaian uji 

kematangan yaitu domain kebijakan internal, domain tata Kelola, domain 

manajemen. 

a. Domain kebijakan internal SPBE 

Pada hasil evaluasi uji tingkat kematangan dari level 1-5 pada setiap 

indikator pada kebijakan internal tata Kelola SPBE dilihat pada gambar 

dibawah ini: 

 

Gambar 5 

Hasil uji level tingkat kematangan domain kebijakan internal 

 

Gambar 2. Dari hasil uji level tingkat kematangan dari domain kebijakan internal 

pada aspek kebijakan internal tata Kelola mendapatkan nilai indeks 0.45. Dimana 

hasil tersebut berasal dari perkalian tingkat capaian level x bobot 1,3% 

indik
ator
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menghasilkan indeks target, setelah itu indeks target masing-masing indikator 

diakumulasikan menghasilkan nilai indeks. Dari penilaian tingkat kematangan 

pada  tahun 2022 secara keseluruhan pada 10 indikator mencapai level 3 

(Murwati, 2022).  

 Setelah dilakukan uji tingkat kematangan pada tahun ini mengalami 

peningkatan dilihat pada indikator 3 dan 5 yang mengalami peningkatan level 

tingkat kematangan sampai level 4 dengan indeks target 0,05, dan indikator 6 

mengalami peningkatan level tingkat kematangan sampai level 5 dengan indeks 

target 0,07. 

 Pada uji level tingkat kematangan indikator 1,2,4,7,8,9,10 mencapai level 

3 dengan indeks target 0.04 artinya kebijakan internal tata kelola telah 

terstandardisasi dengan pengaturan yang telah ada ketetapannya yang memenuhi 

semua kebutuhan dalam proses penerapan SPBE. sedangkan indikator 3 dan 5 

mencapai level 4 artinya telah adanya integrasi dan terukur pada pengaturan yang 

telah ditetapkan dengan memenuhi kebutuhan hubungan antar instansi pemerintah 

serta proses tata kelola dilaksanakan dengan pengukuran kinerja. Serta indikator 6 

mencapai level 5 artinya telah optimum dengan pengaturan yang telah ditetapkan 

dan dievaluasi terhadap suatu perubahan kebutuhan di lingkungan internal dan 

eksternal serta proses tata kelola dilakukan dengan peningkatan kualitas. Hal 

tersebut menjadi kekuatan penerapan aspek kebijakan internal terkait tata kelola 

dengan adanya 2 indikator yang telah mencapai level 4 kemudian terdapat 1 

indikator mencapai level 5. Sedangkan kelemahannya selain indikator 3, 5 dan 6 

perlu ditingkatkan agar terwujudnya integrasi antar instansi yang tentunya mampu 
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mencapai optimum yang secara mandiri mampu melakukan evaluasi terhadap 

perubahan kebutuhan lingkungan internal dan eksternal.  

 Dengan demikian evaluasi penerapan sistem pemerintahan berbasis 

elektronik pada domain kebijakan internal pada aspek kebijakan internal tata 

kelola SPBE perlu meningkatkan level capaian pada setiap indikator. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa tata kelola SPBE pada setiap indikator telah mengalami 

peningkatan tingkat level kematangan namun beberapa indikator perlu untuk 

ditingkatkan agar terlaksananya proses penerapan yang baik. 

b. Domain tata Kelola SPBE 

Pada hasil evaluasi uji tingkat kematangan dari level 1-5 pada setiap 

indikator pada domain tata Kelola dilihat pada gambar dibawah ini: 

 

Gambar 6 

Hasil uji level tingkat kematangan domain tata kelola 

 
 

Gambar 3. Dari hasil uji level tingkat kematangan dari domain tata Kelola pada 

aspek perencanaan strategi, aspek teknologi informasi dan komunikasi dan 

indik
ator
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capaian level 0 3 3 3 3 4 3 5 5 3 3
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penyelenggara SPBE mendapatkan nilai indeks 0.85. Pada capaian uji tingkat 

kematangan dari level 1-5 pada 10 indikator domain tata kelola pada aspek 

perencanaan strategis, Aspek teknologi informasi dan komunikasi dan aspek 

penyelenggaraan SPBE mencapai nilai indeks 0,85. Dimana hasil tersebut berasal 

dari perkalian tingkat capaian level x bobot 2,5 % menghasilkan indeks target, 

setelah itu indeks target masing-masing indikator diakumulasikan menghasilkan 

nilai indeks. 

 Dari penilaian tingkat kematangan tahun 2022 secara keseluruhan pada 10 

indikator terdapat 4 indikator yaitu indikator 17-20 mencapai level 3. Indikator 

11-15 mencapai level 1 (dibawah target minimal level 2), dan terdapat satu 

indikator memenuhi target yaitu indikator 16 mencapai level 2  (Murwati, 2022). 

 Setelah dilakukan uji tingkat kematangan pada tahun ini mengalami 

peningkatan dilihat pada indikator 11-14 memenuhi target level dengan mencapai 

level 3 dengan indeks target 0,08 dan indikator 15 mencapai level 4 dengan indeks 

target 0,10. dan indikator 16,19-20 mencapai level 3 dengan indeks target 0,08 

dan indikator 17-18 mencapai level 5 dengan indeks target 0,13 

 Pada uji level tingkat kematangan indikator 11-14 mencapai level 3 artinya 

perencanaan strategi SPBE telah terstandardisasi dengan pengaturan telah 

ditetapkan yang memenuhi semua kebutuhan dalam proses penerapan SPBE 

seperti dokumen arsitektur SPBE, peta rencana, rencana dan anggaran dan inovasi 

proses bisnis. sedangkan indikator 15 mencapai level 4 artinya aspek teknologi 

informasi dan komunikasi pada tingkat kematangan pembangunan aplikasi SPBE 

telah adanya integrasi dan terukur pada pengaturan telah ditetapkan dengan 
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memenuhi kebutuhan hubungan antar instansi pemerintah serta proses tata kelola 

dilaksanakan dengan pengukuran kinerja secara kuantitatif. Hal tersebut dilihat 

dengan adanya integrasi pembangunan aplikasi SPBE telah dikonsultasikan 

dengan kepala dinas kominfo dengan pembangunan aplikasi yang direvie dan 

dievaluasi secara periodik.  

 Serta indikator 16, 19-20 mencapai level 3 artinya aspek teknologi 

informasi dan komunikasi, dan aspek penyelenggara SPBE telah terstandardisasi 

dengan pengaturan telah ditetapkan yang memenuhi semua kebutuhan dalam 

proses penerapan SPBE seperti layanan pusat data telah digunakan oleh seluruh 

unit kerja perangkat daerah dan telah ada tim koordinasi SPBE. Dan indikator 17-

18 mencapai level 5 artinya telah optimum dengan pengaturan yang telah 

ditetapkan dan dievaluasi terhadap suatu perubahan kebutuhan di lingkungan 

internal dan eksternal serta proses tata kelola dilakukan dengan peningkatan 

kualitas seperti hasil reviu dan evaluasi layanan jaringan antar instansi dan sistem 

pengubung layanan instansi telah ditindaklanjuti dengan melakukan perbaikan. 

 Hal tersebut menjadi kekuatan penerapan aspek kebijakan internal terkait 

tata kelola dengan adanya 2 indikator yang telah mencapai level 5 dan 1 indikator 

mencapai level 4. Sedangkan kelemahannya selain indikator 15,17-18 perlu 

ditingkatkan agar terwujudnya integrasi antar instansi yang tentunya mampu 

mencapai optimum yang secara mandiri mampu melakukan evaluasi terhadap 

perubahan kebutuhan lingkungan internal dan eksternal. Dengan demikian 

evaluasi penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada domain tata 
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kelola pada aspek perencanaan strategis, TIK, dan aspek penyelenggaraan SPBE 

perlu ditingkatkan level capaian pada setiap indikator. 

c. Domain manajemen SPBE 

Pada hasil evaluasi uji tingkat kematangan dari level 1-5 pada setiap 

indikator pada domain manajemen dilihat pada gambar Gambar 4. Dari hasil 

uji level tingkat kematangan dari domain manajemen pada aspek penerapan 

manajemen dan audit TIK mendapatkan nilai indeks 0.53. Pada capaian uji 

tingkat kematangan dari level 1-5 pada 11 indikator domain manajemen SPBE 

pada aspek penerapan manajemen SPBE dan aspek audit TIK SPBE mencapai 

nilai indeks 0,53. Dimana hasil tersebut berasal dari perkalian tingkat capaian 

level x bobot 1,5 % menghasilkan indeks target, setelah itu indeks target 

masing-masing indikator diakumulasikan menghasilkan nilai indeks. 

 

Gambar 7 

Hasil uji level tingkat kematangan domain manajemen 
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 Dari penilaian tingkat kematangan tahun 2022 secara keseluruhan pada 11 

indikator terdapat 2 indikator saja yang memenuhi target yaitu indikator 24-25 

mencapai level 2 dan selebihnya indikator hana mencapai level 1 (Murwati, 

2022). 

 Setelah dilakukan uji kematangan pada hasil uji tingkat kematangan pada 

tahun ini mengalami peningkatan dilihat pada indikator 21-22 dan 24-30 

memenuhi target level dengan mencapai level 3 dengan indeks target 0,05 dan 

indikator 23 dan 31 mencapai level 4 dengan indeks target 0,6. 

 Pada uji level tingkat kematangan indikator 21-22 mencapai level 3 artinya 

penerapan manajemen risiko telah terpenuhi dan manajemen risiko telah 

dilaksanakan dengan mengacu pada pedoman manajemen risiko yang 

terstandardidasi dan manajemen keamanan informasi SPBE telah terstandardisasi 

dengan pengaturan telah ditetapkan yang memenuhi semua kebutuhan dalam 

proses penerapan SPBE. sedangkan indikator 24-30 mencapai level 3 artinya 

penerapan manajemen aset TIK dilaksanakan melalui strategi pengelolaan aset 

TIK oleh perangkat daerah, penerapan manajemen sumber daya manusia, 

penerapan manajemen pengetahuan, perubahan, manajemen layanan, audit 

infrastruktur, dan audit aplikasi SPBE yang telah ditetapkan dengan memenuhi 

semua kebutuhan di instansi pemerintah daerah. 

 Dan indikator 23 dan 31 mencapai level 4 artinya penerapan manajemen 

data dilaksanakan melalui strategi pengelolaan data yang ditetapkan forum satu 

data atau tim koordinasi SPBE instansi pemerintah daerah yang diterapkan 

diseluruh perangkat kerja dan tingkat kematangan audit dilaksanakan oleh auditor 
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TIK/sistem keamanan informasi eksternal yang memiliki sertifikasi auditor 

TIK/sistem keamanan informasi telah adanya integrasi dan terukur pada 

pengaturan telah ditetapkan dengan memenuhi kebutuhan hubungan antar instansi 

pemerintah serta proses tata kelola dilaksanakan dengan pengukuran kinerja. 

 Hal tersebut menjadi kekuatan manajemen SPBE pada aspek penerapan 

manajemen dan audit TIK adanya 2 indikator yang telah mencapai level 4 dan 

selebihnya hanya mencapai level 3. Sedangkan kelemahannya selain indikator 23-

31 perlu ditingkatkan agar terwujudnya integrasi antar instansi yang tentunya 

mampu mencapai optimum yang secara mandiri mampu melakukan evaluasi 

terhadap perubahan kebutuhan lingkungan internal dan eksternal. Dengan 

demikian evaluasi penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada 

domain manajemen SPBE pada aspek manajemen SPBE dan audit TIK perlu 

ditingkatkan level capaian pada setiap indikator. 

2. Pada uji kematangan kapabilitas fungsi teknis terdapat satu domain capaian uji 

kematangan yaitu domain layanan SPBE. 

a. Domain layanan SPBE 

Pada hasil evaluasi uji tingkat kematangan dari level 1-5 pada setiap 

indikator pada domain manajemen dilihat pada gambar dibawah ini: 
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Gambar 8 

Hasil uji level tingkat kematangan domain manajemen 

 

Gambar 5. Dari hasil uji level tingkat kematangan dari domain manajemen pada 

aspek penerapan manajemen dan audit TIK mendapatkan nilai indeks 1,89. Pada 

capaian uji tingkat kematangan dari level 1-5 pada 16 indikator domain layanan 

SPBE pada aspek layanan administrasi pemerintah berbasis elektronik SPBE dan 

aspek layanan publik berbasis elektronik SPBE mencapai nilai indeks 1,89. 

Dimana hasil tersebut berasal dari perkalian tingkat capaian level x bobot 2,75% 

dan 3% menghasilkan indeks target, setelah itu indeks target masing-masing 

indikator diakumulasikan menghasilkan nilai indeks. 

 Dari penilaian tingkat kematangan tahun 2022 secara keseluruhan pada 16 

indikator terdapat 4 indikator yang mencapai level 4 yaitu indikator 32-35 dan 

selebihnya indikator 37-38 dan 40-47 mencapai level 3. Dan terdapat 2 indikator 

yang tidak mencapai target yaitu indikator 36 dan 39 mencapai level 2 dan level 1 

(Murwati, 2022). 
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Setelah dilakukan uji kematangan pada hasil uji tingkat kematangan pada 

tahun ini mengalami peningkatan dilihat pada indikator 32-35 terdapat 

peningkatan level pada indikator 33 dan 35 dengan mengalami peningkatan level 

5, sedangkan indikator 32 dan 34 tetap berada dilevel 4. dan indikator 37-38 

hanya level 38 yang mengalami peningkatan kelevel 4 dengan indeks target 0,11, 

serta indikator 37 hanya menetap dilevel 3 dengan indeks target 0,08.  

Indikator 39-47 terdapat 1 indikator yang mencapai level 5 yaitu indikator 

41 dengan indeks target 0,14. Indikator 39-40 dan 42-47 telah mengalami 

peningkatan level dari level 3 ke level 4 dengan indeks target 0,11 dan 0,12. 

Indikator 36 dan 41 mengalami peningkatan level ke level 5 dengan indeks target 

0,14. 

Pada uji level tingkat kematangan indikator 32-35, dimana indikator 33 

dan 35-36 mencapai level 5 artinya layanan penganggaran, layanan kepegawaian 

dan layanan pengadaan barang dan jasa telah dilakukan perbaikan dengan 

optimalisasi layanan SPBE yang dapat beradaptasi berdasarkan hasil reviu dan 

evaluasi terhadap perubahan lingkungan, peraturan perundang-undangan, 

teknologi atau kebutuhan instansi untuk meningkatkan tata kelola agar 

dilaksanakan dengan peningkatan kualitas pelayanan berbasis elektronik. Dan 

indikator 32 dan 34 mencapai level 4 artinya layanan perencanaan dan layanan 

keuangan telah dilakukan perbaikan dengan kolaborasi antar instansi yang 

menerapkan layanan SPBE. 

Indikator 37 dan 38 mencapai level 3 dan level 4 artinya layanan kearsipan 

yang dinamis berbasis elektronik memberikan layanan transaksi kepada pengguna 
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terkait kearsipan dinamis seperti otomatisasi alur kerja, transaksi basis data, 

validasi data, mekanisme persetujuan, dan analisis data dan layanan pengelolaan 

barang milik negara berbasis elektronik memberikan layanan kolaborasi dengan 

layanan lain. 

Indikator 39-40 dan 42-47 mencapai level 4 artinya layanan pengawasan 

internal terkait pemerintah dan layanan akuntabilitas kinerja organisasi, layanan 

pengaduan pelayanan publik, layanan data terbuka, layanan jaringan dokumentasi 

dan informasi hukum (JDIH), layanan public sektoral 1,2,3 memberikan layanan 

kolaborasi dengan layanan elektronik lainnya yang telah terpenuhi. Dan indikator 

41 mencapai level 5 artinya layanan kinerja pegawai berbasis elektronik telah 

dilakukan perbaikan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi terhadap perubahan 

lingkungan, peraturan perundang-undangan yang secara fungsi teknis mencapai 

optimalisasi. 

Hal tersebut menjadi kekuatan layanan SPBE pada aspek layanan 

administrasi pemerintah berbasis elektronik dimana adanya 4 indikator yang telah 

mencapai level 5 dan selebihnya hanya mencapai level 4. Sedangkan 

kelemahannya terdapat 1 indikator yang tidak mengalami peningkatan level yaitu 

indikator 37 hanya berada di level 3 sehingga perlu ditingkatkan agar terwujudnya 

integrasi antar instansi yang tentunya mampu mencapai optimum yang secara 

mandiri mampu melakukan evaluasi terhadap perubahan kebutuhan lingkungan 

internal dan eksternal. Dengan demikian evaluasi penerapan sistem pemerintahan 

berbasis elektronik pada domain layanan SPBE pada aspek administrasi 
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pemerintah dan layanan publik perlu ditingkatkan terutama pada indikator yang 

tidak menunjukkan peningkatan level capaian. 

Tabel 4 

Indeks SPBE Domain dan aspek 

No Nama Indeks  
Nilai 

Indeks 
Jumlah 

1 Domain Kebijakan SPBE 0,45 
0,45 

 

Aspek Kebijakan Internal Terkait Tata Kelola 

SPBE 0,45 

2 Domain Tata Kelola SPBE   

0,85 
 

Aspek Perencanaan Strategi SPBE 0,30 

 

Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi 0,43 

 

Aspek Penyelenggara SPBE 0,12 

3 Domain Manajemen SPBE   

0,53 

 

Aspek Penerapan Manajemen SPBE 0,38 

 

Aspek Audit TIK 0,15 

4 Domain Layanan SPBE   

1,89 
  

Aspek Layanan Administrasi  

Pemerintahan Berbasis  

Elektronik 0,17 

  

Aspek Layanan Publik Berbasis  

Elektronik 0,72 

      

3,71*Sangat 

Baik 
Sumber: Uji Tingkat Kematangan 2023 

Tabel 4, Setelah dilakukan uji tingkat kematangan level 1-5 pada 4 domain 

SPBE dengan indikator sebanyak 47 indikator maka diakumulasikan domain 

kebijakan internal mencapai nilai indeks 0,45, domain tata kelola SPBE mencapai 

nilai indeks 0,85, domain manajemen SPBE mencapai nilai indeks 0,53 dan 

domain layanan SPBE mencapai nilai indeks 1,89.  Setelah didapatkan nilai 

indeks dari keempat domain maka diakumulasikan menjadi 

0,45+0,85+0,53+1,89= 3,71. Mengacu pada metode pemantauan dan evaluasi 

SPBE dengan merujuk pada standardisasi untuk menentukan tingkat penerapan 



54 
 

 
 

SPBE yang berlokasi di Diskominfo kota Makassar dengan mencakup 73 SKPD 

di pemerintah kota Makassar dengan ini mencapai nilai indeks 3,71.  

Pada penilaian SPBE tahun 2022 yang hanya mencapai nilai indeks 2,45 

dengan predikat “Cukup” dan evaluasi SPBE provinsi Sulawesi selatan mencapai 

nilai indeks 2,12 dengan predikat “Cukup”. Sehingga penilaian untuk menguji 

tingkat kematangan SPBE di Diskominfo Kota Makassar memperoleh nilai indeks 

3,71 dengan predikat “Sangat Baik” hal tersebut membuktikan bahwa telah 

adanya peningkatan pada setiap indikator dalam mencapai level kematangan 

untuk setiap domain SPBE. 

Setelah dilakukan uji tingkat kematangan dengan keempat domain pada 

kematangan kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis dengan 47 sub 

indikator maka temuan tersebut dilakukan analisis evaluasi menggunakan teori 

Stufflebeam. 

1. Evaluasi konteks 

Pada penerapan SPBE terdapat arah dan tujuan yang terkandung dalam 

peraturan Menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi no. 

59 tahun 2020 tentang pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) dan pedoman 

Menteri pedayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi Republik 

Indonesia no. 6 tahun 2023 tentang tata cara pemantauan dan evaluasi sistem 

pemerintahan berbasis elektronik. Tujuan pemerintahan berbasis elektronik 

yaitu bertujuan untuk mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang bersih, 

efektif, efisien, transparan, dan akuntabel serta adanya pelayanan public yang 
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berkualitas dan terpercaya dan pelayanan SPBE yang terpadu. Hal tersebut 

sejalan dengan visi misi SPBE. 

2. Evaluasi Input  

Pada evauasi input yaitu mengarah pada suatu keputusan tentang strategi 

dan desain kebijakan dalam program. Sehingga pada proses penerapan SPBE 

terdapat 4 (empat) domain yang digunakan untuk mengetahui penerapan 

SPBE yaitu domain kebijakan internal, domain kebijakan tata Kelola, domain 

manajemen dan domain layanan. Pada input penerapan SPBE domain 

kebijakan menjadi suatu strategi utama dan desain kebijakan dalam 

melaksanakan program yaitu sistem pemerintahan berbasis elektornik. 

Kebijakan internal pada aspek kebijakan internal terkait tata Kelola SPBE 

terdapat beberapa capaian sub indikator. Pada sub indikator kebijakan internal 

terkait arstitektur SPBE adalah hal yang berkaitan dengan kebijakan yang 

mengatur integrasi SPBE baik itu instansi pusat/daerah. Pada tingkat 

kematangan kebijakan peta rencana, manajemen data, pembangunan aplikasi, 

layanan pusat data, jaringan intra instansi, penggunaan sistem penghubung 

layanan instansi, manajemen keamanan informasi, audit Tik dan kebijakan 

terkait tim koordinasi SPBE. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam 

strategi dan desain kebijakan yang termasuk dalam input evaluasi SPBE telah 

adanya kebijakan dan strategi yang termuat dalam domain kebijakan internal 

pada 10 sub indikator dengan capaian level yang telah meningkat. 
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3. Evaluasi Proses 

Pada penerapan SPBE dengan menguji tingkat kematangan terdapat 

kekurangan dan kelebihannya. Hal tersebut dilihat pada domain kebijakan 

internal terdapat 3 sub indikator yang mengalami peningkatan level 

diantaranya pada level kematangan kebijakan internal terkait manajemen data 

dengan mencapai level 4 dari semula level 3, yang artinya terukur dan 

terstandardisasi dan sub indikator tingkat kematangan kebijakan terkait 

layanan pusat data telah mencapai level 4 dari semula yang hanya mencapai 

level 3. Dan sub indikator kebijakan internal terkait pengoperasian jaringan 

intra instansi dari semula level 3 meningkat menjadi level 5 dengan optimum 

dengan bukti dukung adanya dokumen mengenai kebijakan yang terkait 

layanan jaringan intra instansi yang telah ditindaklanjuti. Kekurangannya pada 

domain kebijakan internal yaitu pada 10 sub indikator hanya terdapat 3 

indikator yang meningkat level tingkat kematangannya. Hal tersebut menjadi 

rekomendasi bagi instansi terkait untuk meningkatkan capaian level agar 

penerapan SPBE bisa sesuai dengan tujuan yang diharapkan.  

Pada domain tata Kelola terdapat 10 sub indikator yang diuji pada 

tingkat kematangan. Terdapat hanya ada 2 sub indikator yang tidak mengalami 

peningkatan level yaitu sub indikator tingkat kematangan tim koordinasi 

SPBE instansi dan tingkat kematangan kolaborasi penerapan SPBE yang 

hanya menetap di level 3. Sedangkan sub indikator arsitektur SPBE, peta 

rencana, rencana anggaran SPBE, inovasi proses bisnis, pembangunan aplikasi 

SPBE, layanan pusat data, jaringan intra instansi dan sistem penghubung 
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layanan instansi telah meningkat level kematangan dari level sebelumnya yang 

dimana sub indikator 17 layanan jaringan intra instansi dan sub indikator 18 

sistem penghubung layanan instansi mencapai level tertinggi dengan mencapai 

level 5 yaitu optimum. Dari hasil evaluasi pada domain tata Kelola hanya dua 

sub indikator yang menjadi kekurangannya dengan tidak mengalami 

peningkatan level. Sedangkan kelebihannya selain indikaotr 19 dan 20 telah 

menujukkan peningkatan level yang baik dari tingkat level sebelumnya 

meningkat setingkat lebih tinggi dan terdapat dua indikator yang mengalami 

peningkatan yang signifikan dengan mencapai level tertinggi yaitu level 5 

optimum. 

Pada domain manajemen terdapat 11 sub indikator yang menjadi 

capaiannya. Dimana secara keseluruhan indikator mengalami peningkatan dari 

semulai hanya mencapai level 1, setelah dilakukan evaluasi uji tingkat level 

kematangan mencapai peningkatan 2 kali lipat dengan masing-masing 

mencapai level 3 dan yang tertinggi pada level 4. Kelebihan dari domain ini 

sangat menunjukkan adanya positif yang mendukung penerapan SPBE yang 

lebih baik lagi.  

Pada domain layanan terdapat 16 sub indikator yang diuji pada level 

tingkat kematangan. Ditemukan terdapat hanya satu indikator yang tidak 

mengalami peningkatan yaitu indikator 37 pada tingkat kematangan layanan 

kearsipan yang hanya berada di level 3. Sedangkan sub indikator lainnya 

mengalami peningkatan level setingkat lebih tinggi, namun terdapat 4 

indikator yang mencapai level 5 yaitu tingkat kematangan layanan 
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penganggaran, tingkat pengadaan barang dan jasa, layanan kepegawaian, dan 

layanan kinerja pegawai. 

Dari hasil temuan pada ke empat domain dengan melihat kekurangan 

dan kelebihannya mengenai peningkatan level kematangan. Dimana pada 

domain kebijakan terdapat 8 indikator yang tidak mengalami peningkatan 

level. domain tata Kelola terdapat 2 indikator yang tidak mengalami 

peningkatan level dari 10 indikator. Domain manajemen secara keseluruhan 

mengalami peningkatan dan tidak terdapat sub indikator yang tidak 

meningkat. Dan domain layanan terdapat hanya satu indikator yang tidak 

mengalami peningkatan level dari 16 sub indikator. Dari hasil tersebut dapat 

disimpulkan bahwa domain kebijakan perlu dilakukan perbaikan untuk 

meningkatkan bagaimana kebijakan sebagai pondasi penerapan SPBE bisa 

lebih terarah. Dan sub indikator pada domain tata Kelola dan layanan telah 

menunjukkan peningkatan level walaupun masih terdapat sub indikator yang 

belum meningkat. 

3. Evaluasi Produk 

Pada evaluasi produk dimana diukur pada hasil kebijakan dan program 

untuk mengenai kelanjutan atau fokus Kembali pada program. Hal tersebut 

pada penerapan SPBE dengan menguji tingkat level kematangan dimana 

domain kebijakan internal mencapai nilai indeks target 0,45, domain tata 

Kelola mencapai nilai indeks target 0,85 domain manajemen mencapai nilai 

indeks target 0,53, dan domain layanan mencapai nilai indeks 1,89. Sehingga 

setalah diakumulasikan indeks capaian dari ke4 domain tersebut menghasilkan 
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nilai indeks 3, 71 dengan predikat “Sangat Baik” hal tersebut membuktikan 

bahwa hasil pengukuran terhadap penerapan SPBE telah menunjukkan 

peningkatan yang baik dari sebelumnya pada evaluasi SPBE hanya mencapai 

nilai indeks 2, 45 dengan predikat “cukup”. Sehingga dapat disimpulkan 

keberhasilan dari perbaikan terhadap penerapan SPBE di Diskominfo dalam 

lingkup pemerintahan kota makassar terlah berhasil melaksanakan perbaikan 

dengan meningkatnya indeks SPBE kota makassar. 

C. Pembahasan 

 Pada hasil uji tingkat kematangan menggunakan uji kematangan 

kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis dengan menggunakan alat analisis 

yaitu VosViewer untuk memetakan dokumen yang berkaitan dengan topik 

penelitian untuk menguatkan temuan yang berkaitan pada evaluasi sistem 

pemerintahan berbasis elektronik dengan menguji tingkat kematangan pada 

keempat domain, hal tersebut digambarkan dibawah ini yaitu: 
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Gambar 9 Identifikasi dan analisis perkembangan penelitian 

Sumber: Proccesed by VOSViewer, 2023 

 

 Secara tematik penelitian terdahulu dalam penerapan Teknologi informasi 

dan komunikasi (TIK) di pemerintahan telah banyak dilakukan penelitian 

diantaranya banyak membahas mengenai, e-government, system, service, 

technology, application, information system dan e-government service. Pada 

dasarnya penerapan TIK dalam pemerintahan perlu adanya evaluasi untuk melihat 

seberapa efektif penerapan TIK dalam penerapan e-government (Masyhur, 2017). 

Sehingga temuan pada evaluasi tingkat kematangan SPBE di Diskominfo Kota 

Makassar ditemukan nilai indeks SPBE pada tahun 2022 mencapai nilai indeks 

2,45 dengan predikat “Cukup”. Sehingga dilakukan evaluasi Kembali pada tahun 

2023 mencapai nilai indeks 3,71 dengan predikat “Sangat Baik”. Hal tersebut 

menjadi capaian yang signifikan terjadi pada peningkatan capaian indeks yang 

sangat baik.  
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Gambar 10  

Identifikasi dokumen pertahun 

 

 Perkembangan dokumen pada hasil penelitian yang berkaitan dengan 

penerapan e-government dan evaluasi mengalami naik turun setiap tahunnya. 

Hasil citasi dokumen diambil dari tahun 2015-2023 sebanyak 728 dokumen dari 

analisis data tren publikasi melalui Citasi Scopus. Ditemukan pada tahun 2015 

sebanyak 64 dokumen, pada tahun 2016 sebanyak 85 dokumen, tahun 2017 

sebanyak 73 dokumen, Pada tahun 2018 sebanyak 81 dokumen, tahun 2019 

sebanyak 121 dokumen, tahun 2020 sebanyak 106 dokumen, tahun 2021 sebanyak 

76 dokument, tahun 2022 sebanyak 87 dokumen dan tahun 2023 sebanyak 34 

dokumen.   

 Dapat disimpulkan bahwa perkembangan penelitian mengenai e-

government ditemukan pada tahun 2019 yang paling banyak penelitian yang 

mengangkat topik e-government dan evaluasi. Sedangkan dokumen yang 

mengalami penurunan signifikan berada ditahun 2023, sedangkan rentang tahun 
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2015, 2016, 2017, 2018, 2020 dan 2021 hanya mengalami naik turun tren 

publikasi. 

 

Gambar 10  

Identifikasi dokumen menurut negara 

 

 Setelah dilakukan analisis jumlah dokumen yang mengalami proses 

distribusi publikasi setiap tahunnya. Sehingga pada gambar ini memberikan 

gambaran mengenai dokumen publikasi secara global dimana Indonesia 

memuncaki tren publikasi dengan jumlah dokumen sebanyak 62 dokumen, diikuti 

China 56 dokumen, United States 38 dokumen, United Kingdom 35 dokumen, 

Malaysia 31 dokumen, spain 31 dokumen, brazil 30 dokumen, India 30 dokumen, 

Russian federation 26 dokumen, Germany 25 dokumen. 

 Dapat disimpulkan bahwa penelitian yang mengangkat topik evaluasi dan 

e-government di Indonesia sangat signifikan menunjukkan penerapan SPBE 

begitu penting. Mengingat setiap tahunnya seluruh instansi pusat maupun daerah 

melakukan evaluasi tingkat kematangan penerapan SPBE untuk melihat sejauh 

mana indeks SPBE capaian yang tentunya orientasinya untuk mencapai indeks 
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SPBE Nasional yang meningkat. Pada hasil evaluasi SPBE indeks nasional tahun 

2021 secara keseluruhan memperoleh nilai indeks 2,24 dengan predikat “Cukup” 

(Widyantini, 2021). hal itu dibuktikan dengan dengan melaukan evaluasi terhadap 

517 kementrian, Lembaga, dan pemerintah daerah, terdiri atas 92 

kementrian/Lembaga dan 425 provinsi, kabupaten, dan kota. Sehingga denga 

perolehan domain kebijakan internal mencapai nilai indeks 2,39, domain tata 

Kelola mencapai nilai indeks 1,85, domain manajemen mencapai nilai indeks 

1,32, dan domain layanan SPBE mencapai nilai indeks 2,97. Sehingga hasil 

akumulasi indeks nasional mencapai 2,24 dengan predikat “Cukup”.  

 

Gambar 11  

Identifikasi sumber penelitian 

 Setelah melakukan analisis terhadap hubungan antara tren publikasi 

setiap tahunnya dengan negara yang mengalami proses tren publikasi maka pada 

bagian ini menggambarkan sumber penelitian yang mengangkat topik evaluasi 
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dan e-government. dimana sumber penelitian tersebut berasal dari Conference 

paper sebanyak 339 dokumen, artikel sebanyak 288 dokumen, conference review 

52 dokumen, book chapter 38, review sebanyak 6 dokumen dan book 5 dokumen. 

 Sehingga dapat disimpulkan bahwa sumber penelitian pada topik evaluasi 

dan e-government menunjukkan tren positif yang berkaitan dengan topik 

penelitian hal tersebut dilihat dengan tingginya penelitian mengenai conference 

paper yang memiliki referensi terbanyak yang menjadikan rujukan bagi peneliti 

untuk melakukan analisis dan pengamatan. Kemudian dilanjutkan dengan 

dokumen artikel yang cukup tinggi sehingga rujukan perbaikan terhadap uji 

kematangan mengenai penerapan SPBE menjadi penting untuk menguatkan 

temuan pada penelitian yang dilakukan. 

 

Gambar 12  

Identifikasi Sumber Keilmuan 

 

 Setelah melakukan analisis terhadap sumber penelitian yang mengangkat 

topik evaluasi dan e-government. maka pada bagian ini memberikan gambaran 
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sumber keilmuan yang membahas topik penelitian, yang dimana menemukan 

keilmuan computer science lebih banyak mengangkat topik evaluasi dan e-

government dengan memperoleh 535 dokumen, yang diikuti social science 210 

dokumen, engineering 148 dokumen, mathematics 112 dokumen, business, 

manajemen and akuntansi 110 dokumen, decision sciences 100 dokumen, 

economics, econometrics and finance 32 dokumen, energy 23 dokumen, medicine 

23 dokumen, dan environmental science 20 dokumen. 

 Dapat disimpulkan bahwa topik yang berkaitan dengan penerapan 

teknologi informasi dan komunikasi lebih banyak dikaji dalam keilmuan 

computer science mengingat secara elektronik memiliki peran penting dalam 

pemanfaatan TI dalam e-government. namun pada kajian keilmuan dari penelitian 

ini juga berada pada posisi kedua dengan perolehan dokumen yang signifikan 

positif. Karna implementasi dari TI kedalam pemerintahan sangat erat kaitannya 

sehingga sangat penting bagaimana tren publikasi yang mengangkat topik evaluasi 

dan e-government sangat berperan penting sebagai rujukan dan referensi untuk 

menguatkan temuan dengan menganalisis citasi dokumen terhadap penelitian 

yang dilakukan. 
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Tabel 5 

Identifikasi penelitian di Diskominfo Kota Makassar 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sumber: Identifikasi dokumen penelitian 2023 

 Setelah dilakukan analisis dokumen secara tren perkembangan setiap 

tahunnya dengan melihat tren dokumen secara global yang kemudian 

dikembangkan dalam cakupan keilmuan penelitian sampai pada cakupan sumber 

dokumen penelitian yang mengangkat topik evaluasi dan e-government 

menunjukkan tren positif dengan penelitian yang peneliti lakukan mengenai 

penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang konsepnya adalah 

penerapan e-government.  

 Pada penelitian yang berlokasi di Diskominfo kota Makassar peneliti 

menemukan ada 17 dokumen yang menjadi bahan rujukan untuk memetakan 

cakupan topik penelitian yang berkaitan evaluasi dan e-government. Hasil analisis 

dokumen tersebut ditemukan pada penelitian yang ditemukan oleh (Thamrin, 

2019) pada kaitannya sub indikator aplikasi SPBE dengan berjudul “aplikasi 

sistem informasi Geografis pelayanan publik pada dinas komunikasi dan 

informatika makassar berbasis android. Tentunya dalam penerapannya aplikasi ini 
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diharapkan mampu meningkatkan pelayanan publik mengenai letak geografis 

suatu wilayah sehingga orang-orang yang dari luar dari makassar yang berkunjung 

atau berdomisili mampu menggunakan aplikasi ini untuk mengetahui titik-titik 

strategis pelayan publik melalui peta digital yang dilengkapi alamat lokasi, 

telepon, maps yang diakses oleh masyarakat untuk menuju tempat tujuan. Hal 

yang sama juga pada temuan (Yusmanizar et al., 2020)(Khaidir, 2022)(Halilintar, 

2020) pada pemanfaatan aplikasi untuk pelayanan publik yang kiranya mampu 

memberikan informasi penting untuk suatu yang sifatnya kepublikan. 

 Pada implementasinya temuan yang didapatkan oleh (Nur Pratiwi et al., 

2023) mengenai layanan informasi SPBE ditemukan untuk proses layanan 

dibutuhkan responsivitas untuk memberikan pelayanan yang efektif dan cepat 

kepada masyarakat. Temuan juga diungkapan oleh (Aries, 2018) dalam peta 

rencana SPBE dalam implementasinya penerapan e-government pada program 

Smart City menjadi capaian yang penting untuk memberikan petunjuk dan 

mekanisme dalam mewujudkan program smart city yang sejalan dengan peraturan 

yang mengenai penerapan SPBE. Hal yang sama juga yang di temukan oleh 

(Wahyuni et al., 2021) Bahwa dibutuhkan tata Kelola yang memberikan 

kemudahan terhadap masyarakat yang arahnya pada pengembangan smart city.   

 Pada kematangan layanan kinerja temuan yang didapatkan oleh 

(Siswanto, 2020) bahwa dibutuhkan suatu kemampuan khusus dalam membantu 

kinerja misalnya motivasi dan memberikan pelatihan terhadap pegawai yang 

memiliki kompetensi serta memberikan kompensasi agar pegawai merasa 

diperhatikan dihargai atas kinerjanya. Sama halnya disampaikan oleh ( 
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Novitrianinggi, et, el, 2023) bagaimana gaya kepemimpinan transaksional dan 

locus of control yang mempengaruhi kinerja pegawai pada prestasi kerja dengan 

mendapatkan kepercayaan tinggi. Hal tersebut menjadi kunci dalam penerapan 

SPBE yang merujuk pada penguatan skill pegawai, prestasi yang menunjang 

kinerja pegawai. 

 Pada kematangan manajemen layanan informasi temuan (Surullah, 2023) 

mengatakan indikator penyediaan informasi, kemudahan akses informasi dengan 

meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa dan 

Lembaga non-pemerintah sudah terlaksana, namun dalam implementasinya masih 

ada hambatan yang menjadi rujukan perbaikan. Temuan itu juga didapatkan oleh 

(Hafid, 2015) pada kematangan manajemen layanan informasi hukum mengenai 

penegakan hukum terhadap pengguna media sosial masih sangat kurang karna 

masyarakat yang melakukan pelanggaran melakukan perbuatan melawan hukum 

akibat adanya keterbatasan pengetahuan tentang Undang-undang ITE. 

 Pada penerapan SPBE adanya sistem penghubung layanan instansi yang 

ditemukan oleh (Arif, 2016) bahwa dalam meningkatkan harmonisasi dikalangan 

pegawai diperlukan komunikasi yang baik antara instansi yang terkoneksi melalui 

jaringan. Pada kaitannya dengan layanan intra instansi (Alyah et al., 2021) pada 

pemanfaatan kualitas jaringan 4G menggunakan parameter Quality Of Service Di 

Kota Makassar bahwa perlu adanya penguatan terhadap jaringan agar koneksivitas 

antar instansi dalam menyampaikan informasi dan pertukaran informasi bisa 

berjalan dengan baik. Hal itu juga ditemukan oleh (Lewa, et, el 2019) pada 

kematangan manajemen keamanan informasi keamanan informasi sebagai 
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kategori inti yang hanya dapat dicapai melalui kesiapan perangkat aturan 

(legalware) yang merupakan kondisi kausal pembentuk pengetahuan (knowledge) 

dan kesadaran keamanan informasi (information security awareness) dalam 

penyusunan program prioritas serta penyiapan dan pengembangan sistem 

Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance and 

Reconnaisance (C4ISR) Kota Cerdas Makassar yang menjadi dasar rumusan teori 

keamanan informasi Kota Cerdas Makassar. 

 Pada kematangan layanan pengaduan pelayanan publik ditemukan oleh 

(Hidayat et al., 2023) pada pembuatan sistem kebakaran ruang server berbasis 

web pada diskominfo kota makassar menemukan adanya keterkaitan penting 

pengguna menerima notifikasi kebakaran ketika komponen tersebut mendeteksi 

gelombang api maupun gas karbon monoksida dan pengguna dapat memantau 

kondisi ruangan server secara realtime. Hal itu juga dikemukan oleh (Efni, 2020) 

pada kematangan pengaduan pelayanan publik pada Implementasi program dari 

sistem layanan NTPD 112 ini sudah cukup baik meskipun ada berbagai hambatan 

dalam pelaksanaannya. Sesuai dengan teori efektivitas menurut Campbell yang 

digunakan dalam penelitian ini dimana dalam salah satu indikatornya yaitu tingkat 

input dan output dari sistem layanan NTPD 112 ini sudah dapat digunakan 

masyarakat. Temuan juga pada kematangan layanan inovasi dan bisnis oleh 

(Kalsum, 2019) pada inovasi pelayanan publik (Studi Kasus Pelayanan Closed 

Circuit Television (CCTV Di Kota Makassar) bahwa dengan adanya inovasi 

mampu membantu mengurangi aksi kriminalitas dan memantau seluruh Kawasan 

agar terciptanya keamanan dan kenyamanan.   
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 Dari temuan analisis dokumen secara global dengan tren setiap tahunnya 

maka kaitannya pada penerapa SPBE terhadap 4 domian diuraikan pada uji 

kematangan kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis. 

1. Kapabilitas proses  

Pada uji kematangan kapabilitas proses maka domain kebijakan, domain tata 

Kelola, dan domain manajemen. 

a. Domain kebijakan internal SPBE 

 Pada uji tingkat kematangan domain kebijakan internal pada aspek 

kebijakan internal terkait tata kelola SPBE pada 10 indikator yang telah diuji 

dalam tingkat kematangan dari level 1-5 ditemukan adanya peningkatan pada 

indikator 3,5, dan 6. Dimana indikator 3 dan 5 meningkat dari level 3 menjadi 

level 4. Hal itu dibuktikan dengan hasil penilaian indikator yang telah 

terintegrasi dan terukur dengan adanya pengaturan yang telah ditetapkan 

dengan memenuhi kebutuhan hubungan antar pelayanan public serta tata 

kelola dilaksanakan dengan pengukuran kinerja. Indikator 6 mencapai level 5 

artinya telah optimum yang ditunjukkan adanya pengarturan telah ditetapkan 

dan dievaluasi terhadap perubahan kebutuhan di lingkungan internal dan 

eksternal serta tata kelola dilaksanakan dengan peningkatan kualitas. Selain 

indikator 3,5 dan 6 masih sesuai dengan penilaian sebelumnya yang tidak 

mengalami peningkatan level dimana hanya stagnan di level 3 (Murwati, 

2022). Sehingga nilai indeks yang diperoleh pada domain kebijakan internal 

terkait tata kelola SPBE sebanyak 0,45. Sejalan dengan penelitian yang 

dikemukakan oleh  (Bouty et al., 2019) pada evaluasi SPBE di Pemerintah 
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Kota Gorontalo mengalami peningkatan level yang dimana didasari oleh 

adanya perbaikan terhadap seluruh perangkat teknologi dan informasi di 

pemerintah kota gorontalo. Sama halnya pada hasil penelitian (Darmawan, 

2022) juga membuktikan adanya peningkatan level dari evaluasi yang telah 

dilakukan pada domain kebijakan internal yang meningkat setiap tahunnya. 

 Pada evaluasi arsitektur jaringan yang ditemukan (Sa`di et al., 2023) 

Penggunaan regulasi pemerintah terkait penyelenggaraan Teknologi Informasi 

dan Komunikasi pada layanan jaringan intra Pemerintah menjadi acuan utama 

dalam menaikkan nilai aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi, dan 

penggunaan Standar tentang penyelenggaraan jaringan, menjadi pendukung 

dalam implementasi jaringan yang mendukung operasional sistem pemerintah 

berbasis elektronik. Pada penyusunan arsitektur SPBE pada penelitian 

(Angelina et al., 2022) perancangan Enterprise Architecture (EA) pada Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah untuk Program Koordinasi dan 

Sinnkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dan Program Perencanaan 

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, didapati bahwa penelitian 

ini menghasilkan blueprint EA yang dirancang dengan menerapkan best 

practice TOGAF ADM dan PermenPAN RB No. 19 Tahun 2018, serta 

disusun melalui Fase Preliminary, Fase Architecture Vision, Arsitektur Proses 

Bisnis, Arsitektur Data dan Informasi, Arsitektur Aplikasi, dan Arsitektur 

Layanan. Setiap tahapan tersebut menghasilkan input dan output terhadap 

perancangan model EA guna menjadi solusi permasalahan yang dihadapi 

organisasi.  
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 Hal tersebut juga ditemukan bahwa kebijakan peja rencana SPBE yang 

ditemukan (Tajuddin & Maulachela, 2021) bahwa kerangka kerja yang 

menyediakan standar prinsip berbagi teknologi informasi (interoperbilitas) 

yang dapat digunakan kembali sumber daya di lingkungan instansi 

pemerintah. Terlebih lagi manfaat FEAF akan lebih lanjut meningkatkan 

kinerja operasional EA. Peta Jalan SPBE menghasilkan referensi dalam 

pengembangan SPBE yang mendukung fungsi bisnis untuk masing-masing 

OPD. Dengan memprioritaskan sistem yang terintegrasi dan memiliki 

kemampuan interoperabilitas yang baik, sehingga akan berdampak pada 

peningkatan layanan pemerintah kepada masyarakat. disisi lain temuan yang 

didapatkan oleh (Muka et al., 2020) bahwa kelemahan utama dalam 

implementasi SPBE Provinsi Bali, terutama di beberapa OPD yang 

memberikan layanan publik, adalah belum terintegrasinya aplikasi atau sistem 

dan masih lemahnya SDM dan infrastruktur IT di masing-masing OPD. 

b. Domain tata kelola SPBE 

 Pada uji tingkat kematangan tata kelola pada aspek perencanaan 

strategis mencapai nilai 0,30, dan aspek TIK mencapai nilai 0,43, dan aspek 

penyelenggara SPBE 0,12 dan secara keseluruhan mencapai nilai indeks 

0,85. Pada 10 indikator yang di uji pada level tingkat kematangan terjadi 

peningkatan level dimana indikator 11-14, 16, 19-20 mengalami peningkatan 

level dari level 1 menjadi level 3. Hal itu dibuktikan pada capaian tingkat 

kematangan pada kapabilitas proses yang mencapai tahap terstandardisasi 

dengan pengaturan yang telah ditetapkan dengan memenuhi semua 
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kebutuhan di instansi pemerintah serta tata kelola dilaksanakan sepenuhnya 

dengan standardisasi. Kemudian pada indikator 15 mengalami peningkatan 

dari level 1 menjadi level 4 hal tersebut dibuktikan dengan mencapai tahap 

terintegrasi dan terukur dengan pembangunan aplikasi SPBE telah 

dikonsultasikan kepada diskominfo kota Makassar dan pembangunan aplikasi 

SPBE telah direvie dan di evaluasi secara periodik, dan indikator 17-18 

mengalami peningkatan dari level 3 menjadi level 5. Hal tersebut dibuktikan 

dengan mencapai tahap optimum pada tingkat layanan jaringan intra instansi 

dan penggunaan sistem penghubung layanan instansi telah di reviu dan 

dievaluasi serta adanya tindaklanjut sesuai perubahan lingkungan internal dan 

eksternal.  

 Maka sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Darmawan, 2022) 

bahwa peningkatan level kematangan dipengaruhi oleh perbaikan terhadap 

beberapa aspek dari aspek perencanaan strategis, TIK, dan penyelenggara 

SPBE. Penelitian yang sama juga dilakukan oleh (Bouty et al., 2019) yang 

menemukan peningkatan tingkat level yang menunjang penerapan SPBE 

pada aspek perencanaan strategis, TIK dan penyelenggara SPBE. Sejalan 

dengan itu penelitian yang dilakukan oleh (Pratama, 2021) bahwa evaluasi 

pemerintahan berbasis elektronik mampu memberikan pelayanan yang lebih 

baik dengan adanya proses perbaikan pada setiap indikator.  

 Dalam Penyusunan rencana dan anggaran SPBE menurut temuan 

(Hanum, 2020) Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh perangkat daerah 

yang bertanggung jawab di bidang perencanaan pembangunan. Hasil evaluasi 
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SPBE tahun 2019 untuk Pemerintah Provinsi dikaitkan dengan nilai PAD 

untuk provinsi yang bersangkutan. Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai 

PAD yang tinggi tidak menjamin nilai indeks SPBE yang tinggi pula. Pada 

aspek tata kelola yang ditemukan oleh (Adela Indah Febriani et al., 2022) 

bahwa Tingkat kematangan arsitektur  memiliki transparansi yang 

digambarkan dengan transparansi pengelolaan  oleh  pemerintah  Kab.  Siak 

dengan tanpa mempertimbangkan keamanan sensitifitas data. Tingkat 

partisipasi digambarkan dengan adanya kolaborasi antar OPD dan badan 

sertifikasi dalam perancangannya   arsitektur   SPBE.  Akuntabilitas 

digambarkan   dari   sisi   pelaksanaan   dan administratif agar dapat 

memantau pelaksanaan output arsitektur SPBE. Koordinasi digambarkan 

dengan kesesuaian pada regulasi SPBE nasional serta kesamaan paradigma 

pada anggota pemerintahan Kab. Siak mengenai SPBE.  

c. Domain manajemen SPBE 

Pada uji kematangan domain manajemen pada aspek penerapan 

manajemen memperoleh nilai 0,38 dan aspek audit TIK memperoleh nilai 

0,15 sehingga nilai indeks keseluruhan mencapai 0,53. Pada uji 

kematangan pada 11 indikator terjadi peningkatan pada indikator 21-22 

dan 24-30 mengalami peningkatan level dari level 1 dan 2 meningkat 

menjadi level 3. Hal tersebut dibuktikan dengan tingkat kematangan pada 

kapabilitas proses mencapai tahap terstandardisasi dengan pengaturan 

telah ditetapkan dengan memenuhi semua kebutuhan instansi pemerintah 

serta proses tata kelola dilaksanakan sepenuhnya sesuai standardisasi. Dan 
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level 23 dan 31 mencapai level 4 yang sebelumnya hanya dilevel 1. Hal itu 

dibuktikan pada tingkat kematangan kapabilitas proses mencapai tahap 

terintegrasi dan terukur dengan pengaturan telah ditetapkan dengan 

memenuhi kebutuhan hubungan antar instansi pemerintah serta proses tata 

kelola dilaksanakan dengan pengukuran kinerja. 

Sejalan dengan temuan tersebut penelitian yang dikemukakan oleh          

(Rasid et al., 2022) bahwa faktor manajemen dalam evaluasi SPBE 

menjadi hal penting untuk memahami bagaimana perubahan dalam 

perkembangan teknologi informasi sehingga meningkatkan efektivitas dan 

efisiensi organisasi. Hal itu juga disampaikan oleh (Pratama, 2021) bahwa 

perlu adanya manajemen SPBE yang menjamin terlaksananya penerapan 

SPBE yang lebih efektif. Hal tersebut dipertegas pada temuan penelitian 

yang dilakukan oleh. dimana perlunya manajemen SPBE yang menopang 

terlaksananya penerapan SPBE terutama pada setiap indikator yang perlu 

ditingkatkan pada audit TIK, pengelolaan data dan penggunaan aplikasi 

manajemen yang sesuai dengan standardisasinya. 

Pada manajemen risiko menurut temuan (Bisma, 2022) ditemukan 

261 risiko yang diidentifikasi yang dapat dikaitkan dengan risiko 

SPBE.Implementasi Manajemen risiko peneliti menggunakan Cobit5 for 

risk, ISO 31000:2018 dan KemenPAN RI No 5 2020 untuk dijadikan 

pedoman dan analisa terhadap manajemen  risiko  SPBE. sehingga 

diharapkan penelitian ini dapat sesuai dengan peraturan dalam penerapan 

Manajemen Risiko SPBE. Seluruh temuan risiko diberikan rekomendasi 
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dan sistem pengendalian risiko untuk memperkecil level risiko. 

Budayaatau penerapan manajemen risiko perlu di tingkatkan dan 

dioptimalkan terutama di bagian Komunikasi dan konsultasi, pencatatan 

dan pelaporan serta pemantauan dan review yang harus dilakukan secara 

berkala. Pada temuan (Harisdayanti et al., 2020) Perancangan manajemen 

risiko operasional SPBE pada kategori risiko infrastruktur, aplikasi, 

layanan,  data  dan  informasi  di  Pemerintah  Kota Bandung   berdasarkan   

Permen PANRB No. 5 Tahun 2020, Pada tahap penilaian risiko, 

teridentifikasi 6 risiko positif  dengan  mayoritas dengan  tingkat  risiko  

tinggi  dan  10  risiko negatif dengan  mayoritas  dengan  tingkat  risiko  

sedang. Pada tahap penanganan risiko, untuk risiko positif hanya   

sebanyak   1   risiko saja   yang   ditangani dengan opsi pembagian risiko 

dan untuk risiko negatif sebanyak 8 risiko dengan opsi penanganan 

mitigasi, penghindaran, dan transfer risiko. 

2. Kapabilitas fungsi teknis 

Pada uji kematangan kapabilitas fungsi teknis terdapat domain layanan yang 

diuji. 

a. Domain layanan SPBE 

Pada uji kematangan domain layanan SPBE pada aspek layanan 

administrasi pemerintahan berbasis elektronik memperoleh nilai 0,17 dan aspek 

layanan public berbasis eletronik memperoleh nilai 0,72. Sehingga secara 

keseluruhan nilai indeks memperoleh 1,89. Pada uji kematangan pada 16 

indikator mengalami peningkatan pada seluruh indikator, hal tersebut 
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dibuktikan pada indikator 33,35,36 dan 41 mencapai level 5 pada tahap 

optimalisasi pada uji kematangan kapabilitas fungsi teknis dengan adanya 

layanan SPBE yang dapat beradaptasi terhadap perubahan lingkungan internal 

dan eksternal. Sedangkan beberapa indikator lain seperti indikator 32,34,38-40, 

42-47 mencapai level 4 pada tahap uji kamatangan fungsi teknis dengan adanya 

kolaborasi dan integrasi antar layanan pemerintah daerah. Dan indikator 37 

tidak mengalami peningkatan level. 

Sejalan dengan penelitian yang dikemukakan oleh (Bouty et al., 2019) 

bahwa domain layanan menjadi paling tinggi yang memperoleh peningkatan 

level dan nilai indeks yang mempengaruhi terhadap kualitas layanan SPBE. 

Hal yang sama dikemukan oleh (Darmawan, 2022) bagaimana indeks domain 

layanan memiliki nilai paling tinggi yang mempengaruhi terhadap proses 

pelayanan SPBE. Temuan juga dilakukan oleh (Prasetyo et al., 2022) bahwa 

dengan adanya kebutuhan layanan dalam SPBE maka mampu memenuhi 

kepentingan pengguna yang ditunjukkan pada peningkatan level tingkat 

kematangan pada indikator layanan.  

Pada temuan yang dilakukan oleh (Imania & Haryani, 2021) bahwa 

Dalam penyelenggaraan pemerintahannya, pemerintah Kota Surakarta sudah 

menerapkan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik. Hal ini 

dibuktikan dengan adanya aplikasi – aplikasi umum pada pemeritahan Kota 

Surakarta. Aplikasi umum tersebut dapat mendukung tata laksana internal 

birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabillitas di Pemerintah 

Daerah. Sedangkan layanan publik berbasis elektronik di Kota Surakarta 
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ditunjukkan dengan adanya aplikasi khusus yang dikembangkan oleh 

pemerintah daerah. Aplikasi khusus tersebut diantaranya adalah Aplikasi Solo 

Destination, Aplikasi Dukcapil Dalam Genggaman, dan berbagai inovasi 

layanan public berbasis elektronik lainnya. Dimana aplikasi khusus tersebut 

telah memuat berbagai fitur pelayanan publik berbasis elektronik. Secara 

singkat dapat dikatakan bahwa penerapan e- government di Kota Surakarta 

telah sesuai dengan layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang 

termaktup dalam Perpres No. 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan 

Berbasis Elektronik. 

Temuan penelitian oleh (Purnomo, 2023) mengatakan bahwa Capaian 

Indeks SPBE yang telah melampaui target pembangunan akan berpengaruh   

positif pada peningkatan pelayanan publik Diskominfo. Tingkat kematangan 

pelayanan publik Diskominfo menunjukkan kenaikan level dari rentang 3-4 

menjadi 3-5. Meskipun demikian, masih ditemukan kekurangan terkait   

implementasi pelayanan publiknya. Untuk mendalami permasalahan tersebut 

dilakukan penelitian dengan mempelajari laporan-laporan dan survei dengan 

metode wawancara terbuka. Hasil penelitian menunjukkan permasalahan 

tersebut adalah optimalisasi, kemanfaatan dan kesesuaian kebutuhan 

pelayanan. 

Temuan penelitian oleh (Widia et al., 2021) Evaluasi yang telah 

dilakukan menghasilkan indeks domain layanan SPBE sebesar 3.16 dengan 

cakupan terdapat 2 aspek domain, yakni Layanan Administrasi Pemerintah 

Berbasis Elektronik dan Layanan Publik Berbasis Elektronik, dengan total 
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keseluruhan indikator sebesar 16 indikator yang menjadi fokus utama 

pelaksanaan evaluasi. Namun untuk dapat mempertahankan predikat yang ada 

serta menjaga dan meningkatkan kualitas penggunaan layanan SPBE maka 

terdapat rekomendasi yang dapat digunakan sebagai solusi untuk dapat 

meningkatkan kualitas dan nilai dalam penggunaan layanan SPBE. 

Rekomendasi perbaikan berupa pengembangan kualitas layanan dengan 

memperhatikan fitur-fitur yang ada pada layanan penambahan alur kerja atau 

langkah penggunaan layanan yang mudah dimengerti pengguna yang ada di 

dalam layanan, selain itu perbaikan dan pengembangan berkelanjutan bisa 

dilakukan pada aplikasi mobile yang dimiliki oleh tiap layanan. 

Pada hasil temuan (Rindhan, 2022) dalam pengelolaan barang milik 

negara memanfaatkan aplikasi yaitu Si Banter (Sistem Informasi Barang 

Terintegrasi). Aplikasi si Banter merupakan aplikasi untuk mempermudah 

monitoring Barang Masuk dan Barang Keluar, mengakses informasi Stock 

Barang di Gudang dan mempercepat pelayanan terhadap Unit Kerja di 

Lingkungan Sekretariat Jenderal MPR RI. Aplikasi ini akan meningkatkan 

pelayanan serta kinerja Subbagian dan Penyimpanan Barang Milik Negara. 

Pengembangan aplikasi si Banter akan memudahkan untuk mengetahui 

informasi. Barang Milik Negara. Informasi ini akan bermanfaat untuk 

memonitoring dan audit Badan Pemeriksa Keuangan. Dengan pengembangan 

aplikasi si Banter akan meningkatkan pelayanan pengelolaan Barang Milik 

Negara. 
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Setelah dilakukan uji tingkat kematangan pada ke4 domain dengan 

analisis data studi Pustaka maka perlu adanya evaluasi pada setiap indikator 

dalam peningkatan kualitas layanan. Hal itu juga menjadi kunci bagaimana 

setiap instansi merespon terhadap kendala yang dihadapi. Hal tersebut perlu 

dilakukan penguatan terhadap kebijakan terkait tata Kelola SPBE sehingga 

terwujudnya layanan yang saling berintegrasi. Pengembangan itu juga perlu 

pada penyediaan sarana infrastruktur Teknologi informasi sebagai bagian 

penting dalam membangun sarana infrastruktur jaringan. 

Dalam Pembangunan SPBE diperlukan adanya penyusunan mengenai 

rencana anggaran SPBE yang terintegrasi dan terukur agar pemenuhan 

kebutuhan anggaran pembangunan bisa maksimal sesuai dengan peta rencana 

pembangunan SPBE.  

Pada dasarnya dalam implementasi SPBE perlu adanya inovasi agar 

tampilan pada aplikasi layanan bisa lebih menarik untuk diakses oleh publik. 

Tidak hanya itu manajemen keamanan SPBE perlu menjadi perhatian besar 

agar data publik tidak mudah untuk diretas oleh hacker. Kerahasian data 

pribadi menjadi hal penting bagaimana peran manajemen data yang terkoneksi 

dengan sistem keamanan yang berlapis agar data publik yang sifatnya rahasia 

bisa terjaga.  

Pada implikasinya pada keamanan data dimana perlu manajemen risiko 

yang diharapkan mampu menangkal permasalahan yang terjadi baik secara 

tekniks maupun non-teknis minimal mampu memperkecil risiko bilamana 



81 
 

 
 

terdapat sistem aplikasi yang terkendala jaringan yang mengakibatkan 

pelayanan terganggu. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa peningkatan tingkat level 

kematangan dengan capaian indeks yang signifikan mengalami perubahan ke 

tingkatan berikutnya. namun tidak mampu menjamin pelayanan bisa berjalan 

dengan baik. Namun dengan adanya kebijakan internal yang menjadi kunci 

implementasi penerapan SPBE. Dan juga adanya tata Kelola yang mampu 

mendesain bagaimana kebutuhan baik dari segi perencanaan strategi SPBE, 

ketersediaan teknologi informasi, dan penyelenggara SPBE. Serta adanya 

manajemen yang berkaitan dengan risiko, keamanan data, manajemen aset, 

pengelolaan sumber daya serta bagaimana ketersediaan audit infrastruktur dan 

audit penggunaan aplikasi yang menjadi bentuk kesadaran untuk melakukan 

perubahan dari kondisi pengaruh eksternal dan internal pada setiap instansi. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 Adapun kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah: 

Indeks domain kebijakan internal pada aspek kebijakan internal tata kelola 

SPBE mencapai nilai indeks 0,45. Indeks domain tata kelola SPBE pada aspek 

perencanaan strategis mencapai nilai 0,30, aspek TIK mencapai nilai 0,43, dan 

aspek penyelenggara SPBE mencapai nilai 0,12. Sehingga secara keseluruhan 

mencapai nilai indeks 0,85. Indeks domain manajemen SPBE pada aspek 

penerapan manajemen SPBE mencapai nilai 0,38, dan aspek audit TIK 0,15. 

Sehingga secara keseluruhan mencapai nilai indeks 0,53. Indeks domain layanan 

SPBE pada aspek layanan administrasi pemerintah berbasis elektronik mencapai 

nilai 0,17 dan aspek layanan publik berbasis elektronik mencapai nilai 0,72. 

Sehingga secara keseluruhan mencapai nilai indeks 1,89. 

 Jadi hasil pemantauan dan evaluasi penerapan sistem pemerintahan 

berbasis elektronik di Dinas Komunikasi dan Informatika pemerintah kota 

Makassar dari ke-4 domain kebijakan SPBE 0,45, domain tata kelola SPBE 0,85, 

domain manajemen SPBE 0,53, dan domain layanan SPBE 1,89. Sehingga secara 

keseluruhan diakumulasikan mencapai nilai 3,71 dengan predikat indeks capaian 

“Sangat Baik”. Sesuai penilaian tingkat kematangan pada tahun 2022 di 

Diskominfo Kota Makassar yang hanya mencapai nilai 2,45 dengan predikat 

“cukup” sehingga pada evaluasi ini menunjukkan peningkatan yang signifikan, 
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sehingga mencapai predikat “Sangat Baik” hal ini menjadi capaian terbaik pada 

penerapan SPBE di Kota Makassar.  

 Walaupun tingkat kematangan meningkat secara signifikan dengan 

capaian indeks yang meningkat, itu tidak bisa menjamin pelayanan publik berjalan 

semaksimal mungkin. Namun dengan capaian nilai indeks yang tinggi menjadi 

kunci bagaimana setiap instansi harus memperhatikan bagaimana informasi bisa 

sampai kepada publik dengan baik. Kemudian memastikan ketersediaan layanan 

yang terintegrasi yang menjamin keamanan data pengguna dengan memiliki 

manajemen risiko sehingga permasalahan yang timbul bisa diselesaikan dengan 

baik agar terciptanya pelayanan publik yang efektif dan efisien. Hal tersebut 

dikuatkan pada penggunaan alat analisis dengan citasi dokumen melalui 

VosViewer bahwa tren dokumen secara global relevan terhadap penelitian yang 

mengangkat topik evaluasi dan e-government  dan dokumen penelitian yang 

berlokasi di Diskominfo Kota makassar membuktikan relevansi yang menguatkan 

terhadap temaun penelitian yang menguji tingkat kematangan SPBE pada 

penerapan e-government.  

B. Saran  

 Dalam proses pemantauan dan evaluasi pemerintahan berbasis elektronik 

di Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Makassar 

direkomendasikan yaitu: 

1. Meningkatkan capaian level pada setiap indikator. 

2. Melengkapi indikator yang mengalami penurunan level. 
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3. Memperbaiki setiap indikator dalam kelengkapannya sesuai standardisasi 

capaian indeks SPBE yang mengacu pada: 

a) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem 

Pemerintahan Berbasis Elektronik. 

b) Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang 

Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. 

c) Keputusan Menteri PANRB Nomor 962 Tahun 2021 tentang 

Pedoman Teknis Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan 

Berbasis Elektronik. 
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